
r SALINAN J 

Mertimbang 

Mengingat 

OUBERNUR PROVINS! PAPUA BARl\T 

PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TEN1'ANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! PAPUA BARAT, 

bahwa berdasarkan ketenruan Pasal 100 Peraturan 
Perncrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan 
Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraruran Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tcntang Pedoman 
'I'ekrris Pengelolaan Kcuangan Daerah perlu menctapkan 
Pcrururan Daerah Provinsi tentang Pcngelolaan Keuangan 
Daerah; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara 
R.epublik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang·Undang Nomor 45 Tahun 1999 rentang 
Pcmbenrukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 1rian 

,Jaya Barar, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mirnika, 
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor S Tahun 2000 lentang 
Pcrubahan Alas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
1999 Tentang Pemhcntukan Provinsi lrian Jay-a. 
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Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

xaouoaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 

Sorong [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 72, Tamhahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana tclah diubah beberapa kali 

tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 ten tang Otonomi J<husus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Tn<lum::sitt Tahun 2003 Nomor 47# Tamhahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan t.embaran Negar., Republik 
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telan diubah 

dcngan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambehan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negar-J. Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat llan 
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Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 'I, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republi.k Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barar Menjadi 
Provinsi Papua l:larat (T..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor :in, Tambahan Lembaran 

Negara Republi.k Indonesia Nomor 4718); 

9. Peraturan Pemerintah Namer 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahuu 2019 Numor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
10. Peraturan Pemerintah Numor 106 Tahun 2021 teruang 

Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pcngawasan, Dan Renc.ana 

lnduk Percepatan Pcmbangunan Dalam Rangka 

Pelaksariaan Otonomi Khusu� Provins! Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Namer 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6731); 

12. Peraturan Mcnteri Dalam N,geri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana tclah diubah dengan Peracuran Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negcri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
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13. Pcraturan Menteri natam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedornan Tcknis Penge1ola .. an Keuangan 
Daerah (&rila Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 178 u, 

Dengan Pcrsetujuan Rersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT 

dan 
GUBERNUR PAPUA BARAT 

MEMl.fTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN OA�:RAH 

KEUANGAN DAERAH. 
TENTANG PENGEWLAAN 

DAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Pcrocrintah Daernh Provinsi Papua Barat yang setaniutnya disebut 
Pcmcrintah Provinsi adalah Gubernur dan pcrangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Perncrintahan Daerah adalah penyelc:nggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah mcnurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 

luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Gubemur adalah Gubernur Papua Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barnt yang sclanjutnya disingkat 
DPRPfl adalah lcmbaga pcrwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemcrintahan Daerah Provinsi Papua Barat. 
6. Pemerintah PuAAt, yang selanjutnya discbut Peroerintah, adalah Presidcn 

Rcpublik Indonesia yang mernegang kekuasaan pemcrintahan Negara 
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Republik Indonesia scbagaimana dimsksud dalam Undang-Undang Dasar 
Neg8ra Repttblik Indonesia Tahun I 945 

7. Mcnteri adalah menteri yang mcnyc!cnggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Pcrda adalah Perda Provinsi 

Papua Barat. 

9. Pcraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Papua Barat, 
10. Kcuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pcmcrintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala bcntuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerab 
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut 

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pcnganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pclaporan, pertanggungjawaban, dan pcngawasan Keuangan Daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang 
ditetapkan dengan undang-undang. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daereh yang ditctapkan 
dengan Pcrda. 

14. Penerimaan Daerah adalah uangyang masuk ke kas Daerah. 
15. Pcngcluaran Daerah adala.h uang yang keluar dari kas Daerah. 

16. Pcndapatan Daerah adalah sernua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
berkenaan. 

17. Dana Transfer Um um adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kcpada Daerah untuk cligunakan sesuai dcngan kewenangan Daerah 
guna mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan 
dcscntralisasi 

18. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada Daerah dcngan tujuan untuk membantu mendanai kcgiatan 
khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. 

19. Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersurnber dari pcndapatan tcrtentu APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah penghnsil berclnsarkan angka pcrscntasc tcrtentu dengan tujuan 
mengurangi ketirnpangan kemampuan kcuangan antara Pemerintab 
Pusat dan Daerah, 

20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
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bersumber dari pcndapatan Al'SN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kernampuan keuangan antar-Daerah unruk mendanai 
kcbutuhan Daerah dalam rangka pclaksanaan desentralisasi. 

21. Dana Alokasi Khusus yang scianjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pcndapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

lcrtcntu dengan tujuan untuk mcmbantu mendanai Kegiatan khusus 

yang mcrupakan Urusan Pemerintaban yang menjadi kcwenangan 
Daerah, 

22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
yang berkenaan. 

23. Pcmbiayaan adalah setiap pencrimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pcngeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun 

anggaran yang bcrkenaan rnaupun pada t.ahun-tabun anggaran 
bcrikutnya. 

21. Pinjaman l)aerah adalah semua transaksi yang mcngalcibatkan Daerah 

menerirna sejurnlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

25. lJrang Daeruh yang selanjutnya disebut Utang adalab jumlah uang yang 

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemcrintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, pcrjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang 
sah. 

26. Pembcrian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 
pada Pemes-inta h Pu!':tHt, Pernerintah Daerah lainnya, Sadan Layanan 
Umum Daerah milik Pemerintah Dacrah Iainnya, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan 
hak memperolch bunga dan pengembalian pokok pinjamao. 

27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kcbutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat 
dibebankan datam 1 (saru] tahun anggaran. 

28. Beban adalah pcnurunan manfaat ekonomi atau potcnsi jasa dalaro 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih 

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban. 

29. Rcncana Pembangunan -Jangka Menengah Daerab yang sclanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 5 
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(lima) tahun. 

30. Rencana Pemoangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rcncana Kerja Pemerintah naerah dan yang selanjutnya disingkal RKPD 

adalah dokumen pcrcncanaan Daerah untuk periodc I [satu] tahun, 

31. Kebijakan Umum APBD yang sdanjumya disingkat KUA adalab dokumen 

yang memuat kcbijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
scrta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, 

32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalab Progr-am prioritas dan batas rnaksirnal anggt(ntn yang 

diberikan kepada perangkat Daerah untuk sctiap Program dan Kegiatan 
scbagai acuan dalam penyusunan Rencana Kcrja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
33. Rcncana Kcrja dan Anggaran Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrab, yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD ada la h dokumcn yang mcmuat rencana 

pendapatan dan bclanja SKPD atau dokumen yang mcmuat rcncana 
pcndapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
Bendahara Umum Dacrah yang digunakan sebagai dasar pcnyusunan 
rancangan APBD. 

34. Kerangka Pcngcluaran Jangka Menengah adalah pcndckatan 
penganggaran berdasarkan kcbijakan dengan pengambilan kcputusan 

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari I 
[satu] tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat 

keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan 
dalarn prakiraan maju. 

35. Program adalah bentuk instrumcn kebijakan yang berisi l ($1\lu) atau 
lebih Kegiatan yang dilaksa.nakan olch Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerinrah Daerah untuk 

mcncapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

:10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan olch l (satuj 
atau beberapa Satuan Kcrja Perangkat Daerah sebagai bagian dari 

pencapaian Sasaran tcrukur pada suatu Program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber day-a baik yi,ng bernpa 

pcrsonil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk pcralatan 
dan tcknologi, dana, atau kornbinasi dari beberapa. atau eemua jcnis 
surnber daya tersebut, sebagai masukan unruk mengbasilkan Keluaran 
dalam bentuk h.,rang/jasa. 

37. Kcgiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggark:an dan 
dilakaanakan untuk masa lcbih dari l (:satu) 1.ahun anggaran yang 



-8- 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 
38. Keluaran adalah barang arau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan 
Program dan kcbijakan. 

39. Hasil adalah segala scsuatu yang mencerminkan berfungsinya Kcluaran 
dari Kegiatan dalam 1 [satu] Program. 

40. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Kcluaran 

yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 
41. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau 

telah dicapai senubungan dcngan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur, 

42. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Gubcmur unruk menampung seluruh Penerimaan 

Daerah dan rnembayar seluruh Pengcluaran Daerah. 

43. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tcmpat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Gubcrnur untuk menampung scluruh 

Penerimaan Dacrah dan membayar seluruh l'engeluaran Daerah pada 
bank yang ditetapkan. 

44. Dokumen Pelaksanaan Anggarnn Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendsperan, 
belanja, dan Pcmbiayaan SKPD yang mclaksanakan fungsi Bendahara 

Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan angg.:trJ.I) olc-h 

Pengguna Anggaran. 
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tcrscdianya dana sebagai dasar penerbitan SUra1 
Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mcngajuka.n permintaan pcmbayaran. 
47. Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkai UP adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertenru yang diberikan kepada Bcndahara Pengeluaran 
untuk mcmbiayai Kcgiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat 

Dacrah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai 
pengcluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 

rnelalui mekanisme Pembayaran Langsung. 

48. Pembayaran Langsung yang sclanjutnyc disingkat LS adalah Pcmbayaran 
Langsung kcpada Bendahara Pengeluaranypenerima h.ak lainnya alas 

dasar perjanjian kcrja. surat tugas, clan/ atau surat perintah kerja 
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lainnya rnelalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 
49. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disehut TUP adalah 

tambahan uang muka yang diberikan kcpada Bendahara 

Pengeluaran/Bcndahara Pengeluarnn pembantu untuk membiayai 

pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang 
persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

50. Surat Pcrintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokwncn yang digunakan unruk penerbitan Surat Pcrintah Pencairnn 

Dana alas Bcban pengeluaran DPA SKPO. 
SI. Surat Perinwh Mcmbayar UP yang sclanjutnya disingk<il SPM-UP adalah 

dokumen yang ctigunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana atas Bcban pengeluaran OPA SKPD yang dipcrgunakan sebagai UP 
untuk rnendanai Kcgiatan, 

52. Surat Pcrintab Mcmbayar Gariti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-CU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
Surat Pcrintah Pcncairan Dana atas Deban pengeluaran DPA SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk roengganti UP yang telah dibelanjakan. 

53. Surat Pcrintah Mcmbayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 

dokumen yang digunakan untuk pcnerbitan Surat Perintah Pcncairan 

Dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya 
tidak dapat mcnggunakan Pcmbayaran Langsung dan Uang Persediaan. 

54. Sun1L Perintah Memhayar tangsung yang sel.anjutnya disebut SPM-1,$ 

adalah dokumcn yang digunakan untuk penerbitan Surat Pcrintab 
Pencairnn Dana atas 13eban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

55. Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan scbagai dasar pencairan dana atas Beban 

APBD. 

56. Barang Milik Dacrah yang selanjutnya di,;ingkaL BMD adalah scmua 

barang yang dibeli atau dipcrolch atas Beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah, 

57. Sisa 1 . .ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Sil.PA adalah 

selisih lcbih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama I 

(satu) pcriodc anggaran. 

58. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pcmerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Dacrah yang dapat dioilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 

kctcntuan Pcraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya }w,g sah. 
59. Urusan Pcmerintahan adalah kekuasaan pemerinta.han yang mcnjadi 
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kewenangan Presiden yang pclaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

ncgara dan penyelenggara Pemeriniahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menycjahterakan masyarakat. 

60. Urusan Pemerint.Wlan Wajib adalah Urusan Pemerintaban yang wajib 
diselenggarakan olch Dacrah, 

61. Urusan Pcmerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah scsuai dengan potensi yang dimiliki Oaerah. 

62. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memcnuhi keburuhan 
dasar warga negara. 

63. Standar Petayanan Minimal adalah ketenruan mcngenai jerris. dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berhak diperoleh sctiap warga negara sccara minimal. 

64. Badan Layanan Umum Daernh yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Pcrangkat Daerah atau Unit 
Satuan Kerja Pcrangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkar Daerah 
dalam mcmbcrikan pelayanan kcpada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
keientuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

65. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur Perangkat Daerah pada Pernerintah Dacrah yang melaksanakan 
Urusan Pemerinrahan Daerah. 

66. Saluan Kcrja l'engelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah yang mclaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah, 

67. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (sa.tu) atau 
beberapa Program. 

68. Pcngguna Anggaran ya.ng sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggarnn untuk mclaksanakan 

tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
f,9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk mclaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD. 

70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPf> 

adalah lim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 
Gubernur dalam rangka penyusunan APBD. 

71. Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selaniutnya disingkat PPKD 
.. dalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pcngclolaan 
APBD dan bertindak scbagai Aendahara Umum Daerah. 
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72. Bcndahara Umum Daerah yang sclanju1nya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas scbagai 13UD. 

73. Kuasa HUD adalah pcjabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 
BUD. 

74, Pcjabat Pelaksana, Tckn.is Kegiatan yang selanjumya disingkat l'PTK 

adalah peiabai pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) 
atau bebcrapa Kegiat.an dari suatu Program scsnai dengan bidang 
tugasnya. 

75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang 
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pcjabat yang mclaksanakan 
Iungei tata usaha keuangan pada SKPD. 

76. Bcndahara Pencrimaan adalah pcjabat yang ditunjuk untuk menerima, 
mcnyimp.an, mcnyctorkan, 

mempertanggungjawabkan uang 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

77. Bendahara Pengcluaran adalah pcjabat yang ditunjuk menenma, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam 
rangka peiaksanaan APBD pada SKPD. 

78. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan pcrjanjian 
kerja yang diangkat oleh pcjabat pernbina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pernerintahan atau discrahi tugas negara 
lainnya dan digaji bcrdasarkan peraturan perundang-undangan, 

79. Badan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki olch 
Pcmcrintah Daerah. 

80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

pencrimaan dan perkiraan arus kas keluar unruk mengatur kctersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap 
periode, 

81. Stnndar Akuntansi Pcmcrintahan yang selanjutnya disingkat SAP adala.h 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyejtkan laporan keuangan pernerintah. 

82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah ada lah prinsip-prinsip, dasar­ 

dasar, konvensi-konvcnsi, aturan-ururan dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih oleh Perncrintah Daerah eebagai pcdoman dalam menyusun 
dan menyaiikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi 

menatausahakan, dan 

l'cndapatan Daerah dalam rangka 
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kcbutuhan pengguna laporan keuangan dalam ranp,ka mcningkatkan 
ketcrbandingan laporan keuangan rerhadap angg:,ran, antar periodc 
maupun antar cntitas. 

83. Sistcrn Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 

adalah rangkaian sistemarik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 

elemcn lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampar dengan pelaporan kcuangan di lingkungan organisasi 
Pcmcrintahan Daerah. 

84. Bagan Akun Standar yang sclanjutnya disingkat BAS adalah dal\ar 

kodefilmsi dan klasifikasi tcrkait transaksi keuangan yang disusun 
secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan Pernerintah Daerah. 

85. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 2 
Keuangan Daerah meliputi. 
a. hak Pernerintah Dacrah untuk memungut pajak Oaerah dan retribusi 

Daerah serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemcrintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Pencrimaan Daerah; 

d. Pcngeluaran Daerah; 

e. Kekayaan Oaerah yang dikclola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan 
uang, termasuk kekayaan Daer-ah yang dipisahkan; den 

f. Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau 
kcpcntingan umum. 

Pasal 3 
(1) Pengelolaan Kcuangan Daerah dilakukan seeara tertib, etisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempcrhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
diwujudkon delam APRD. 

(3) APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 
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Pcrnerintah DA.erah untuk rnelakukan Penerimaan dan Pcngeluaran 
Daerah. 

BAB II 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pcmegang Kekunsaan Pengelolaan Keuo.ngan Dacrah 

Pasal4 
(I) Gubernur selaku pcmcgang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan mewakili Pemcrintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah 
yang dipisahkan, 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 
a. rnenyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda 

tenlang Perubahan APBO, dan Rancangan Pcrda tentang 
Permnggungjawaban Pclaksanaan APBD; 

b, mcngajukan Rancangan Perda tcntang APBD, Rancangan Perda 

tcntang Perubehan APBD, dan Rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD kepada DPRPB untuk 

dibahas bersarna; 

c. mcnctapkan Peeda tentang APBD, Raneangan Pc:nia tcntang 
Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang 
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APRO yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPl-lPB; 

d. mcnctapkan kebijakan lerkait Pengelolaan Kcuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan meodcsak ter.kait 

Pengelolaan Kcuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oien Daerah 
clan/ a tau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengetolaan Af'HD; 
g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerirnaan dan Bcndahara Peogeluaran; 
1. menctapkan pejabat yang bcrtugas melakukao pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah: 
J· mcnctapkan pejabat yang bertugas rnclakukan pengelolaan Utang 

dan Piutang Daerah; 
k. menetapkan pcjabcf yang bertugas rnclakukan pengujjan 
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J. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengclolaan Keuangan 
Daerah sesuai Pcraturan Perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain seeuai dcngan ketentuan Pcraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Dalarn melaksanakan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (!), 

Gubemur melirnpahkan sebagian atau seturuh kekuasaannya yang 
berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pcrtanggungjawahan, serta pcngawasan Keuangan Daerah 
kepada Pejabat Perangkat Dacrah. 

(4) Pejabat Perangkat Dacrah sehagaimana dimaksud pada ayat (3] terdiri 
atas: 

a. Sekretaris. Daerah sclaku koordmatcr- Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Kepala SKPD setaku PA. 
(5) Pclimpahan sebagian atau seluruh kckuasaan sebagaimana diroaksud 

pada ayat (3] didasarkan pada prinsip pemisahan kcwcnangan antara 

yang memerintahkan, mcnguji, dan menerima, atau mcngeluarkan uang. 
(6) Dalarn ha! terjadi kekosongan pejabat perangkat daerah sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (4), maka Gubcmur dapat menunjuk pejabat 
sementara yang berwenang sesuai dengan kctcntuan peraturnn 
pcrudang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepcmilikan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
berkedudukan scbagai pcmilik modal pada perusahaan umum Uaerah 

atau pemegang saham pada perseroan Daerah. 
(2) Ketenntan mengenai Gubcmur sclaku wakil Pemerintah Daerah dalam 

kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sc:suai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah 

P.«""1 6 
(1) &kretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 
perubahan APBD, dan rancangan pcrtanggungjawaban pelaksanaan 
APBD; 

c. koordinasi penyiapan pcdoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan Df'A SKPO; 

c. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan 
Keuangan Daerah scsuai dengnn ketenruan peraturan perundang­ 
undangan; dan 

f. mcmimpin TAPD. 
(2) Dalarn melaksanakan tugasnya sebagaimana climaksud pada ayat (I), 

koordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah bcnanggung jawab kepada 

Gubernur. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah 

Pasal 7 
(1) Kepala 8KPKD selaku PPKO mempunyai tugas: 

a. menyusun dan rnelaksanakan kebijakan Pcngclolaan Kcuangan 
Daerah; 

b. mcnyusun Rancangan Perda tentang APRO, Rancangan Pcrda 

tentang Perubahan Af>BIJ, dan Rancangan Perda tcntang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

c. mclaksanakan pernungutan Pendapatan Daerah yang telah diarur 

dalam Pcrda; 

d. mclaksanakan fungsi BUD; da.u 

c. melaksanakan tugas Latonya sesuai dengan kclentuan peraturan 
pcr-undang-undangan. 

(2) PPKD dalam rnclaksanakan fungsinya selaku RU() scbagaimana 

dimaksud pad a ayar ( l J huruf d berwenang: 
a. mcnyusun kcbijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA 8KPD; 

c. me la kukan pengendalian pelaks a naan APBD; 

d. n-1t::1nVt::'d.kw1 �Lw1juk teknis petaksanaan slstem penerimaan dan 
pengeluaran kas Daerah; 

c. mclaksanakan pcmungutan JXtjak Datruh; 
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f. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama Pemerintah Daerah; 

h. melaksanakan sistem akuniansi d>U1 pelaporan Keuangan Daerah; 
1. menyajikan informasi keuangan Daerah; 
J. mclakukan pencatatan dan pengesahan da1am hal Pcncrimaan 

Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan pcraturan 
perundang- undangan, tidak dilakukan mclalui rckening kas umum 

Daerah; 

k, mengelola investasi; 

L menerapkan anggaran kas; 

m. melakukan pernbayaran melalui penerbitan SP2D; 

n. membuka Rh.'UD; 

o. membuka rekening penerimaan; 
p. membuka rekening pengeluaran; dan 
q. menyusun lapoaran keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

APBD. 

Pasal 8 

(!) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 
Gubemur untuk diretapkan sebagai Kuasa DUD. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat {J) ditetapkan dengan 
keputusan Guberrrur. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas; 
b. rncnyiapkan SPD; 
c. meneroitkan SP2P; 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oteh 

bank d,,,n/atau lembaga keuangan Iainnya yang telah dirunjuk; 
e. mengusahakan dan mcngatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang Daerah; 
g. melaksanakan penemparan uAng Daerah clan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
h, melakukan pernbayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban 

APBD; 
1. melakaanakan Pernberian Plnjruna.n Dcerah atas narna Pernerintah 

Dacrah; 
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J· melakukan pcngclolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 

k. melakukan penagihan Piutang Dacrah 

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
kcpada PPKD selaku BUD. 

Pasal9 

Gubernur atas usu! BUD dapat menetapkan lebih dari I (satu) Kuasa BUD di 
lingkungan Sl<PKD dengan pertimbangan bcsaran jumlah uang yang dikelola, 
bcban kcrja, lokasi, dan/ a tau rentang kendali. 

Bagian Keempat 
Penggu.n.a Anggaran 

Pasal 10 

(1) Kepala SKPD selaku PA mcmpunyai tugas: 
a. menyusun RKA SKPD; 

b. menyusun DPA SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja, 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e . melakukan pengujian atas tagihan dan mcmcrintahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; 

g. mengadakan ikatan/pcrjanjian kcrja sarna dengan pihak lain dal:,m 
baras anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

1. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang mcnjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 

J. rnenyusun dan mcnyampaikan Iaporan keuangan SKPD yang 
dipirnpinnya; 

k, rnengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

I. rnenetapkan PPTK dan PPK SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangk.a Pcngclolaan Kcuangan Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas Jainnya scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan rugae dan wcwcnangnya 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Oubernur melalui Sckrctaris 

Daerah. 

Bagian Kclima 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 11 

( I J PA dapat mclimpahkan scbagiao kcwenangannya kepada kepala Unit 

8KPD setaku KPA. 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagairnana dimaksud pada ayar (JJ 
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kcgiatan, Iokasi, dan/atau 

rentang kendali. 

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dirnaksud pa.da ayat (11 ditetapkan 
oleh Gubemur atas usu! kepala SKI'D. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi: 
a. melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengcluaran atas bcban 

anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang d.ipimpinnya; 

c. mclakukan pcngujian atas tagihan clan memerintahkan pembaya.ran; 

d. mengadakan ikalan/ perjanjian kerja sama dcngan pihak lain dalam 

batas anggaran yang tclah d.itetapkan; 
e. melaksanakan pcrnungutan rctribusi Daerah; 

f. mcngawasi pclaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Dalam melaksanakan kcwcnangan sebagaimaru, dimaksud pada ayat (4) 

KPA bertanggung jawab kepada PA. 

Bagian Keenam 
l'ejabal Pelaksana Teknis Kcgiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 12 

(1) PA/Kf>A dalam mclaksanakan Kcgiatan menetapkan pejabat pada 
SKPD/Unit SKPll selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas membantu tugas dan 
wewenang PA/KPA. 
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(3) Dalam melaksanakan tugas dan wcwcnang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), PPTK bertanggungjawab kcpada PA/Kl'A. 

Pasal 13 

(I) Penetapan PPTK sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) 

berdasarkan pertimbangan kompctcnsi jabatan, besaran anggaran 
kegiatan, beban kerja, lokasi, rcntang kcndali, da.n/atau pertimbangan 
objektif !ainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur, 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 
mcnduduki jabatan struktural scsuai dcngan rugas dan fungsinya, 

(3) Dalam ha! Lidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural, PA/KPA dapat rnenetapkan pejabat fungsional umum selaku 

PPTK yang kriterianya ditetapkan Gubcrnur. 

Bagian Kerujuh 
Pcjabat Penatausahaan Kcuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 14 
(!) Kepala SKPD selaku PA mcnctapkan Pl'K SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat. (1) huruf k untuk mclaksanakan fungsi tata usaha 

kcuangan pada SKPD. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas dan 

wewcnang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP GU, SPP-1'U, dan SPP-LS beserta 
bukli kelengkapannya yang diajukan oleh Benda.hara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban bcndahara 

penerimaan dan bendahara pcngeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pad" SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(3) l'PK·SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak merangkap scbagai 
pejabar dan pegawai yang berrugas melakukan pemungutan pajak 

Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Pengeluaran, dan/atau PP'l'K. 
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Bagian Kedelapan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 15 

( l) Dalam ha! PA rnclimpahkan scbagian kcwcnangannya kepada KPA karena 
pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam Paaal J I ayat (2), PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SKPn. 

(2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) mcmpunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengcluaran 
Pernbanru; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-L.<.;, berdasarkan SPP-'l'U dan SPP-1.S 

yang diajukan oleh Bcndahara Pengeluaran Pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pcncrimaan Pcmbantu dan Bcndabara Pcngeluaran Pembantu. 

Dagian Kesembilan 

Bendahara Pcncrimaan dan Bcndahara Pengeluaran 

Pasal If> 

[I] Gubemur menetapkan Bcndahara Penerimaan untuk melaksanakan 
tugas kcbcndaharaan dalam rangka. pelaksanaan anggaran pcndapatan 

pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. 
(2) Bendahara Pencrimaan scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) rnerniliki 

tugas, dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas 
Umurn Dacrah, mcnafatrs •. ahakan, dan mcmpcrtanggu.ngj.awabkan 

Pendapatan Daerah yang diterimanya. 

Pasal 17 

(1) Dalarn hal PA melimp .. hkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 

Gubernur dapat mcnctapkan Bcndahara Pcncrimaan Pcmbanru pada 
unit kcrja SKPD yang bcrsangkutan. 
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(2) Bendahara Pencrirnaan Pcmbantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merniliki tugas dan wcwcnang scsuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetapkan Gubemur. 

Pasal JS 

(I) Kepala SKPn atas usu! Bendahara Penerirnaan dapat menerapkan 
pegawai yang bertugas membanru Benda.hara Penerimaan unruk 
meningkatkan efektifitas pcngclolaan Pcndapatan Dacrah. 

(2} Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 J melaksanakan tugas dan wewenang sesuai 

dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPO. 

Pasal 19 

(1) Gubernur atas usul PPKD selaku DUD menetapkan Bendahara 

Pengeluaran untuk metaksanakan rugas kebendanaraan dalam rangka 
pelaksariaan anggaran belanja pada SKPO. 

(2) Bendahara Pcngcluaran sebagaimana dimaksud pad" ayat ( I) memiliki 

tugas dan wcwcnang scbagai bcrikut: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, 

SPPTU, dan SPP LS; 
b. menerima dan menyirnpan UP, GU� dan TU; 

c. metaksanakan pemhayaran dari UP, GU, dan 1'U yang dikelolanya; 

d. menolak perintah bayar dari PA yang ti<lak sesuai dengan ketenuian 

pcraturan perundang-undangan; 
c. mcncliti kelcngkapan dokumen pembayaran; 

f. mcmbuat laporan pertanggungjawaban secara administtatif kep.ada 
PA dan laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD 

secara periodik; dan 

g. mcmungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

(3) Dalarn hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebag:rimana 

dimaksud dalarn Pasal 11 ayat ( J) dan ayat (2), Cubcmur alas usu! PPKD 
mcnetapkan Bcndahara Pengeluaran Pembantu. 

(41 Bendahara Pengeluaran Pcmbantu scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

memiliki tugas dan wcwcnang: 
a. mcngajukan pcrmintaan pernbayaran menggunakan SPP TU dan SPP 

LS; 
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b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 
Pengeluaran; 

c. menerirna dan menyimpan TlJ dar-i BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 

e. menolak perintah bayar dari KPA yang udak scsuai dengan ketenruan 
perat:uran perundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dolrumcn pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

h. membuai laporan pertanggungjawaban secara adminfatratif kepada 
KPA dan taporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada 
Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

(5) Rendahara Pcngduaran terdiri atas Bendahara Pengeluaran pada 
Sckretaris Daerah, Bcndahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, dan 

Bcndahara Pengeluaran Gubernur dan Wald! Gubemur yang bertanggung 
jawab kepada Sckrctaris Daerah. 

Pa.sal 20 

(1) Kepala SKPD atas usu! Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pcgawai yang bcrtugas membantu Bendahara Pengeluaran unruk 
meningkalkan efektifiras pengelolaan 8elanja Dacrah. 

(2) Pegawai yang bertugas mcmbantu Bendahara Pengeluaran sebegaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan wewenang scsuai 

dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. 

Pasal 21 
Ilendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilaraug; 

a. melakukan kcgiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 
penjualan jasa; 

b. bcrtindak sebagai dan/atau peojamin atas kegiatan, pckerjaan, penjualan 
jasa; dan 

c. rnenyimpan uang pada suatu bank atau lcmbaga keuangan lainnya atas 

nama pribad i baik secara langsung maupun tidak langsung, 
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Bagian 

Kesepuluh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Pasal 22 

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Cubemur dibantu oleh TAPD yang 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(2) TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri alas Pejabat Perencana 
Daerah, PPKO, dan pejabat lain scsuai dcngan kebutuhan. 

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyai rugas: 
a. mcmbahas kcbijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. menyusun dan mcmbah.as rancangan KUA atau rancangan 
perubahan KUA; 

rancangan a tau c; menyusun dan mernbahas rancangan PPAS 

perubahan PPAS; 

d. mclakukan verifikasi RKA-SKPD; 

e. rnembahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau 
rancangan pertanggungjawaban APBD; 

r. membahas basil evaluasi Al'l:!D, Perubahan APBD, at.au 
Pertanggungiawaban APBD; 

g. rnelakukan verifikasi rancangan DPA SKPO/n,nr:angan perubahan 

DPASKPD; 

h. menyiapkan surat edaran Gubemur tentang pedomao penyusunan 
RKA;dan 

i, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenruan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) Dala.m melaksanakan tugas TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat melibatkan instansi sesuai dcngan kebutuhan. 

DAB ill 
ANOOARAN PENOAPATAN DAN BEi.AN.iA ])AF.RAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasa123 
(1) APRD disu.su.n sesueo dengan kcbutuh.an penyelenggaraa:n Urusan 

Pcmcrintahan Dacrah yang menjadi kewcna..ngan Dacrah clan 
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kcmampuan Pcndapatan Daerah. 

(2) APBD scbagaimana, dimaksud pada ayat (I) disusun dcngan 
mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada l{J(l'l)_ 

(3) /\PBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 
diatribust, dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditctapkan dcngan Perda sesuai dengan kctcnruan 
peraturan perundang-unnangan. 

Pasal 24 

(1) Semua Pcncrimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bcntuk uang 
dianggarkan dalam APBD. 

(2) Pcnerimaan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri atas: 

a. pendapatan Daerah; dan 

b. pencrimaan Pcmbiayaan Daerah. 

(3) Pengeluaran Dacrah scbagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. belanja Daerah; dan 

b. pcngcluaran Pembiayaan Daerah 
(4) Penerimaan Daerab yang dianggarkan dalam APBD seoagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mcrupakan rencana Penerimaan Daerah yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

Pencrimaan Dacrah dan berdasarkan pada kctcntuan perauuan 
perundang-undangan. 

(5) Pcngcluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) rnerupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai 
dengan kepastian \erscdianya dana atas Penerimaan Dacrah da!am 

jumlah yang cukup. 

(6) Seliap Pengeluaran l..>aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

mcmiliki dasar hukum yang melandasinya. 
(7) seiurun Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana 

dim:.ksud pada ayat (1) dianggarlcan secara br-eto dalam APBD. 

Pasal 25 

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang Rup;3.h. 
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Pasal 26 

APBL) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan ncgara. 

Bagian Kedua 
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 27 

(1) APHD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

a. pendapatan Daerah; 

b. bclanja Dacrah; dan 

c. pernbiayaan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (ll diklasifikasikan menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai 

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(3) Klasifikasi APBD mcnurul Urusan Pcmcrintahan Daerah dan Organisasi 

eebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan 
Daerah berdasa.rkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 

(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf 

a meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Daerah yang tidak perlu 
dibayar kcmbali olch l>acrah dan pcncrimaan Iainnya yang scsuai 
Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekunas yang 

merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun angga.ran. 

(2) Belanja Daerah sehagaimana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 

pcrlu ditcrima kcmbali olch Dacrah dao pcogcluaran laionya yang scsuai 

Peraturan Perundang-undangan diakui scbagai pcngurang ckuitas yang 

merupakan kewajiban Daerah dalam l (saru) tahun angga.ran. 
(3) Pembiayaan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, bailc pada tahun anggaran yang 

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
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Hagian Kctiga 

Pendapatan Daera h 

Pasal 29 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, 
organisasi, jcnis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 

Pasal 30 
Pendapatan Daerah lcrdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Dacrah; 
b. pcndapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 31 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a 
meliputi: 

a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain Pcndapatan Asli llaerah Yang Sah. 

(?.) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b rncliputi pendapatan seauai dcngan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengarur mengenai 
Pajak uaerah dan Retribusi Daerah. 

(3) Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas basil 
Penyertaan Modal Daerah, 

(4) Lain-lain Pcndapatan Asli Oaerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d tcrdiri atas: 

a. hasil penjualan BMO yang tidak dipisahkan: 
b. hasil pemanfaatan flMD yang tidak dipisahkan; 

c. hasil kcrja sarna Daerah: 

d. jasa giro; 
e. haa.il pcngclolaan dana bergulir; 

t, pendapatan bunga; 

g. penerimaan atas tuntutan ga.nti kerugian keuangan Daerah; 

h. penerirnaan komisi, potongan, atau bentuk lam scbagai akibar 
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pcnjualan, tukar-mcnukar, hi bah, asuransi, <Ian/ atau pcngaclaan 
barang dan jasa tcrmasuk penerimaan atau penerirnaan lam sebagai 
akibat penyimpanan uang pada bank, pcnerimaan dari hasil 

pemanfaatan barang Daerah aiau dari kegiatan lainnya merupakan 
Pendapatan Daerah; 

1. penerimaan keuntungan dari selisih nilai rukar rupiah tcrhadap mata 

uang asing: 
j. pendapatan denda atas keteriambatan pelaksanaan pekerjaan; 
k. pendapatan denda pajak daemh; 

I. pendapatan denda retribusi daerab; 

m. pendapatan hasil eksekus-i atas jaminan; 

n. pendspatan dari pengembalian; 

o. pendapatan dari BLUD; dan 

p. pendapatan Iainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Pasal 32 
Pemermtah Daerah dilarang: 
a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang 

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang­ 

Undang; dan 

b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, 
menghambat mobilitas penduduk, lalu Iintas barang dan jasa antar 

daerah, dan kegjatan ekspor/impor yang mcrupakan program stratcgis 
nasional. 

Pasal 33 

Hasil pungutan atau yang discbut nama lainnya sehagaimana dimaksud pada 

Pasal 32 wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah. 

Pasal 34 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 30 huruf b 

rneliputi: 

(2) 

transfer pcmcrintah pusat; dan 
transfer antar-Daerah. 

Transfer Pcmerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf a tcrdiri alas: 

a. 
b. 



a. 
b. 

dana perimbangan; 

dana inscntif dacrah; 
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(3) 

dana otonomi khusus; dan 
dana kampung. 

Transfer Antar-Daerah sel>Agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri alas: 

a. pcndapatan bagi hasil; dan 

b. bantuan kcuangan. 

c. 
d. 

Pasal 35 

(l) Ds,ns, Perimbangan sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 34 ayat (2) huruf 

a terdiri atas: 

(2) 

(3) 

Dana. Transfer Umum; dan 

Dana Transfer Khusus 

Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
te.rdiri atas: 

DBH; dan 
DAU. 

Dana Transfer Khusus scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri aras: 
a. OAK Fisik; dan 
b. DAK Non Fisik. 

a. 

b. 

b. 

a. 

Pasal 36 

( l) DBH eebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber 

dari: 

(2) 

(3) 

pajak; dan 

sumber daya alam. 

DBH yang bcrsumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri atas: 

a Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkcbunan, pertambangan, 

dan pcrhutanan; 

b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pojak orang 
pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan 

cukai hasil tembakau. 

DBH yang bersumber dari sumber daya alam scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari: 

b. 

a. 

c. 
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a. penerimaan kchutanan yang berasal dari iuran ijin usaha 
pernanfaatan hutan, proviai sumber daya hutan, dan dana reboisasi; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batu hara yang berasal 

dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan 
iuran �ksplojtasi; 

c. pcnerimaan negara dari sumbcr daya alam pertamlxmgan 
minyak bumi; 

d. penerimean ncgara dari sumber dayA etem pcrtambangan gas 
bumi; 

e. pencrirnaan dari panas bumi; 

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pcngusaha 
pcrikanan dan pungutan hasil pcrikanan; dan 

g. penerimaan sumber daya alam lainnya seeuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 37 
DAU bersumber dari pendapatan AP.t!N yang dialokasikan dcngan rujuan 
pcmcrataan kcmampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kcbutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desernralisasi sesuai dengan ketentuan 

Pcraturan Perundang-undangan. 

Pasal 38 
Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat (!) huruf 

b bersumber dari APBN yang dialokaeikan pada Daerah untuk mcndanai 

kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewennngan Daerah yang ditctapkan oleh Pemcrintah Pusat sesuai dcngan 
kctcnruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 

Dana ln�en1ff Daerah sebagaimana dimakaud dalam Pasal 34 ayat (2) hurnf b 

bersumbcr dari APBN yang dialokasikan kcpada Daerah tertentu bcrdasarkan 

kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas 

perbaikan dan/utau pencapaian kinerja tcrtcntu. 

Pasal 40 

(!) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c 
bcrsumbcr dari APBN yang diperunbJ.k.ka.n �15i � yang ditransfer 
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melalui APBD digunakan untuk mcmbiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pclaksanaan pembangunan, pcmbinaan kemasyarakat.an, 
dan pemberdayaan maeyarakai. 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur sesuai dcngan 

ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pa""-141 

Pcndapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam P,isal 34 ayat (3) huruf 

a mcrupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang 

dialokasikan kcpada Dacrah lain berdasarkan angka persentase tertentu 
sesuai dengan ketenruan peraiuran perundang-undangan. 

Pasal 42 

(l) Dantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) buruf 
b merupakan dana ya:ng dilcrima dari Oaerah lainnya haik daJam rangka 

kerja sama Dacrah, pcmcrataan pcningkatan kemampuan kcuangan, 
dan/atau !Ujuan tcrtcntu lainnya. 

(2) Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas: 

a. bantuan kcuangan dari Daerah Provinsi; dan 

b. bantuan kcuangan dari daerah kabupatcn/kota. 

Pasal 43 
Lain-Jain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 huruf c meliputi: 

a. hibah; 

b. dana darurnt; dan/atau 

c. lain-lain pcndapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal -1-1 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mcrupakan banruan 
berupa uang, barang, dan/ar.au jaS>< yang bcrasal dari Pemerintah Pusat, 

Pernerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau 

luar ncgen yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan lJn1AAn Pcrncrtntahan yang menjadi kewcnangan Daerah 

sesual rtengan keientuan peraturan perunda.ng-undangan. 
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Pasal 45 

Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mcrupakan 
dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Dacrah pada tahap 

pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh 
bcncana yang tidak mampu ditangg�langi olch Dacrah dcngan mcnggu.nakan 

sumber APBD sesuai de.ngan ketentuan peraruran perundang-undangan, 

Bagia.n Keempat 
Belanja Daerah 

Pasal 46 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (1) huruf h 

untuk mcndanai pclaksanaan Urusan Pcmcrintahan yang mcnjadi 
kewenangan Daerah, serta unruk mendanai unsur-unsur pelaksanaan 
urusan pcmerintahan. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pcmcrintahan Pilihan sesuai dcngan kctcntuan pcraturan 

perundang-undangan. 

(3) Urusan Pcmcrintahan Wajib scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

A1a� Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan 

Urtrsan Pemerincahan Wojib yang tidok terkait Pelayanan Deesar-, 

(4) Urusan Pcmcrintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

scsuai dcngan potcnsi yang dimiliki Dacrah. 
(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dialokasikan 

dcngan rncmprioritaskan pendanaan Urusan Pcmcrintahan Waj,b Tcrkait 

Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 
(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

tcrkait dcngan Pclayanan Dasar dialokasikan scsuai dcngan keburuhan 
Daerah. 

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 

dialokasikan sesuai dcngan prioritas Dacra.h dan potcnsi yang dimiliki 

Daerah. 
(8} Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebegaimana dimakaud peda 

ayat ( 1) terdiri dari: 

a. pcndukung: 

h. penunjang; 
c. pengawasan; 
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d. kewilayahan; dan 

e. peme.rintahan umum. 

Posa! 47 

(1) Dacrah wajib mcngalokasikan belanja untuk mendana.i Urusan 

Pemerinr.ahan Daerah yang besarannya telah ditctapkan scsuai dcngan 

ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Daerah dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung, 
Pemmjang, Pengawasan, KewilAyAhAn, <fan Pemcrintahan Umum. 

PaAAI 4l'\ 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berpedoman pada 
standar harga satuan l'�ion.i:!1, analisis standar belanja, dan/atau 

standar teknis scsuai dcngan kctentuan pcraturan perundang-undangan. 
(2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai pedoman daJam menyueun standar harga satuan. 

(3) Analisis standar belanja dan standar leknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan standar harga satuan ditetapkan oleh Gubemur. 

(4) Analisis standar belan]a, stander harga satuan, dan/atau standar teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun 
rencana kcrja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Pcrda 
tentang APBD. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci mcnurut 

urusan Peme.rintahan naerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, 
obyek, dan rincian obyek Iielanja Daerah. 

Pasal 49 

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) 
diselaraskan dan dipadukan dcngan belanja negara yang diklasifikasikan 

rncnurut fungsi yang antara lain terdiri atas: 
a. pelayarian umum; 

b. kctcrtiban dan kcamanan; 

c. ckonomi; 

d. pcrlindungan lingkungan hidup, 
e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesebatan; 
g. pariwisata; 
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h. pcndidikan; dan 

,. pcrlindungan soslal. 

f'm,111 SO 

Belanja Daerah menurur organisasi sebsgaimana dimaksud dalam Paw 48 

ayal (6) disesuaikan dengan susunan organisasi yang diteiapkan berdasarkan 

ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 51 

( 1) Belanja Daerab menu rut Program dan Kegiat.an sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (6) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan peru.ndang-unda.nga.n. 

(2) Program da.n Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rmciannya 

paling sedikit mencakup: 

a. target dan sasaran; 
b. indikator capaian keluaran; dan 
c. Indikator capaian hasiJ. 

(�) NomenkJatur Program daJnm Bdanja Daer-ah ser-ta indikator capaian hasiJ 

dan indikator capaian kcluaran yang didasarkan pada prioritas nasional 

disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman pcnentuan 

indikator basil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Passi 52 

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimakeud pada ayat (1) huruf a mcrupakao 
pcngcluaran anggaran untuk kcgiatan sehrui .. hari Pemerintah Daerah 

yang mcmberi manfaat jangka pcndck. 

(3) Belan]a modal sebageimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b mcrupakan 

pengeJunran anggaran untuk perolehan aser terap dan aset lainnya yang 
mernberi manfaat lebih dari l (satu) periodc alruntansi. 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 

merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan 
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darurat termasuk kcperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya. 

(5) Bclanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huntf d merupakan 
pengeluaran uang dari Pemerintah Dacrah kepada Pemerintah Daerah 

lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 

Pasal 53 

(11 Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 52 ayat (1) huruf a 
dirinci atas jenis: 

a. bclanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan soeial. 

(2) Relanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (l) huruf b 

dirinci atas jcnis bclanja modal. 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 
huruf c dirinci atas jenis be!anja tidak terdugi,. 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dal:iro Pasal 52 ayar (1) huruf d 

dirinci atas jenis: 

a. bclanja bagi hasil; dan 

b. bclanja bantuan keuangan. 

Pasal 54 
(1) Pcmcrintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 

Pegawai ASN dengan memperhatlkan kemampuan Keuangan Daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRPB scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimaria dimaksud pada ayat (l) dibcrikan 

berdasarkan pertirnbangan beban kerja, tempat bcrtugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif 
lainnya. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Dacrah 

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditctapkan dengan peraturan 
Gubernur dengan bcrpedoman pada peraturan pemcrintah. 

(4) Dalam hal belum adanya pcraturan pemerintah sebagairnana dimaksud 
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pada ayat (3), Gubernur dapat mcmbcrikan tambahan pcnghasilan bagi 

Pegawai ASN setelan mendapat pcrsctujuan Mcntcri. 

PasaJ 55 
(1) Belanja barang dan jasa scbagairnana dimaksud dalam Pasal 53 ayal (l) 

huruf b digunakan untuk menganggarkan pcngadaan barang/jasa yang 

ni!ai manfaatnya kurang dur! 12 (due. lx:lu•) bulan, krmu•uk wr.:ng/ja= 

yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakatrpihak kctiga, 

(2) Pcngadaan barangj'jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam 

rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Peme.rintahan Daerah. 

(3) Kctcntuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan 

Pcraturan Cubcmur. 

Pasal 56 

f"lelanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 53 ayat (1) huruf c 
digunakan untuk rncnganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung 

atas kewajiban pokok Utang bcrdasarkan pcrjanjian pinjaman. 

Pasal57 

(1) Belanja subsidi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d 

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleb Badan 

Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai 

dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan schingga dapal 

terjang)cau olch masyarakat, 

(2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/at.au Badan Usaha Milik Swasta 
sebagaimana dirnaksud pada ayat () J merupakan badan yang 

menghasillwn produk atau jasa pelayanan daear masyarakat. 

(3) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau 

Badan Hukum Jain scbagaimana diroaksud pada ayat (2) yang akan 
diberikan subsidi terlcbih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor 

Akuntan Publik scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan 

pertimbangan untuk memberikan eubsidi. 
(SJ Dalam rangka perianggungiawaban pelaksariaan APBD, penerima subsidi 

scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) wajib menyampalkan Iepcran 
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pertanggungiawaban penggu.naan dana subsidi kepada Gubernur. 

(o) Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pcrtanggungjawaban suhsidi diatur dalam Pcraturan Gubemur. 

Pasal 58 

(!) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (!) huruf e 
dibcrikan kepcda Pernerintah Pusat, Pcmerintah naerah Iainnya, Badan 

usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta 

Organ isasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 
secara spesi.tik teJah ditetapkan pcrunrukannya, bersnfat tirla..k wajib dan 

tidak mengikat, serta tidak sccara terus menerus setiap tahun anggaran, 
kecuali dir.entukan Jain scsuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang­ 
undangan. 

(2) Pemherian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditujukan untuk 

menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kcgiatan Pemerincah 
Daer-ah se-8uai kepcntingan Oaerah dalam mendukung tersele.n.ggwanya 
fungsi pemerintahan, pcmbangunan, dan kemasyarakatan dengan 
mempcrhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 
untuk masyarnkat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kcmampuan keuangan Dacrah setetah 
memprioruaskan pemenunan belanja Urusan l'emerintahan Wajib clan 
Urusan Pernerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain scsuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 59 
(1) Be!anja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal sa ayat (1) 

huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan bcrupa 
uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kclompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak sccara terns menerus dan selektif yang 
bcrtujuan unruk mdindungi dari kemungkinan terjadinya reeiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 
(2) Kcadaan rertentu dapat bcrkclanjutan =bagaimana dimaksud pada ayat 

(I) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan sctiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko soaiat. 
(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

dalarn APBD scsuai dengan kemampuan Keuangan Uaerah setelah 
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Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditcntukan lain sesuai dengan 
ketenruan peraruran perundang-tmdangan. 

Pasal 60 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam l'asal 53 ayat (2) digunakan 
untuk mc:-ugauggarkun p,:ngduaran yang d.ila.kukan dalarn rangka 
pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

(2) Pcngadaan asct tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria: 

a. mcrnpunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua bclas] bulan; 

b. digunakan daJam kegiatan pemcrintahan daerah; dan 
c. bates minima) kapitalisasi aset, 

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur. 

(4) Asct tetap sebagaimana dimsksud pada ayat (2) dianggarkan dalam 

bclanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditarubah seluruh 

belanja yang terkait dengan pengadaan/ pcmbangunan aset sampai asct 
tersebut siap digunakan. 

Pasal 61 
Belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi: 
a. Bclanja tanah, digunakan untuk mcnganggarkao tanah yang diperoleh 

dcngan maksud untuk dipakai dalam kcgiatan operasiooal Pemcrintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

b. Belanja pcralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan 
dan mesin mencakup mesin dan kcndaraan bermotor, elat clcktronik, 
inventerr-is kantor, clan pcralatan tainnya yang nilainya signifikan dan 

rnasa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalarn kondisi siap 
pakai; 

c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan 

gedung dan bangunan mcncakup seluruh gcdung dan bangunan yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalarn kegiatan operasional 
l'cmerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan 
jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah sorta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh 
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Pemerintah DAerah dan dalam konc·tisi 8:iap dipakai; 

e. Belanja asct tctap lainnya, digunakan unruk menganggerkan asct tctap 
lainnya mencakup aset tetap yang tid.ak dapat dikclompokkan ke dalarn 

kelompok asct, tetap scbagaimana dimaksud pada huruf a sampai dcngan 
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiamn operasionat 
Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai: dan 

I, Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yang tidak 

memenubi defmisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya, 

Pasal 62 

Bclanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 53 ayat (4) hunlf a 

dianggarkan dalrun APBD sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang­ 
undanga n. 

Pasal 63 

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(4) huruf b dibcrikan kepada daerah lain/kampung dalam rangka kerja 

sama daerah, pcmcrataan pcningkatan kemampuan kcuangan, dan/atau 
tujuan tertenru lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dianggarkan scsuai kemampuan Kcuangan Daerah sctclah 

mcmprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan serta ulokasi belanja yang diwajibkan olc::h 

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. bantuan keuangan antar daerah Provinsi; 

b, bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah kabupaten/kota di 
wilayahnya dan/atau dacrah kabuparen/kota di luar wilayahnya; 

c. banruan kcuangan daerah Provinai kcpadn desa, 

(4) Bannian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum 
atau khusus. 

(:i) Perunrukan dan pengelolaan banruan keuangan yang bersifat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disemhkan kepada pcncrima 
banruan. 

(o) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditctapkan oleh Perner-irrtab Dacrah dan 
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pengelolaannya diserahkan kcpada penerima bantuan. 

(7) Pembcri bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pcndamping dalam APBD 
atau anggaran pcndaparan dan bclanja desa pcnerima bantuan, 

Pasal 64 
(1) Bdanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) 

rnerupakan pengcluaran anggaran atas beban APBD untuk ke.adaan 

darurat termasuk kcpcrluan mendesak scrta pengembalian atas 
kelebihan pembayaran atas Pencrimaan Dacrah tahun-tahun 
sebelumnya. 

(2) Oalam hal belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud pada ayar (1) 
tidak mcncukupi, menggunakan: 

a. dana dari basil penjadwalan ulang capaian program dan 
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (21 huruf a diformulasikan tcrlebih dahulu dalam 
Pcrubahan DPA SKPD. 

Pasal6S 

(1) Keadaan darurat scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 64 ayat (1) 
meliputi: 

a. bencana alam, bcncana nonalam, bencana sosial dan/acau. 
kejadian Iuar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pcncarian da.n pertclongan; dan/arau 
c. kcrusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik, 

(2) Keperluan mendcsak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 64 ayat 
(!) melipurt: 

a. kebutuhan Daerah dalarn rangka pelayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengika.t dan belanja yang 
bcrsifat wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada dilu..r kendali Pcmerimah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnyn, serta amanat 
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peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Oaerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menirnbulkan kerugian yang lcbih besar bagi Pemerintah !)aerah 

dan/arHu rnasyarakat. 

(3) Kriteria keadaan darurat dan kcperluan mendesak scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) clan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang 
APBD tahun bcrkenaan. 

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum terscdia 
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RK/\ SKPD, kecuali 

untuk kcbutuhan tanggap darurat bencana, konllik sosial, dan/ atau 
kejadian luar biasa. 

(5) Bclanja untuk kcbutuhan tailgg'dp darurat bcncana, konllik sosial, 
dan/}ll.A\J kejadian luar biasa sebagaimana di.m.aksud pada ayat (4) 
digunakan scsuai dengan kctentuan peraturan pentndang-undangan. 

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dan/ a tau lidak cukup tcrsedia anggarannya, 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubaban 
DPA SKPl). 

nagian Kelima 

Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 66 

(1) Pembiayaan Daeral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (JJ 
h uruf c terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan: dan 
b. pengetnaran Pcmbiayaan. 

(2) l'embiaya:an Daeran sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dirinci 
menurut Urusan Pcmcrintahan Dacrah, organisasi, jenis, obyek, clan 
rincian obyek Pcmbiayaan Dacrah. 

(3) Pcncrirnaan Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
{!) huruf a bersurnber dari: 

a. l>iLPA; 

b. pencairan Dana cadangan; 
c. basil penj, .. utlan kekayaan Dacrah yang dipisahkan; 
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d. penerimaan Pinjaman Daerah; 
e. pcnerimaan kembali Pernberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
f. pcncrirnaan pcmbiayaan lainnya scsuai dcngan kctcntuan 

peraturan pcrundang-undangan. 
(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yangjatuh tempo; 

b. penycrtaan modal Daerah; 
c. pembenrukan Dana Cadangan; 
d. pernberian Pinjaman Dacrah: dan/arau 
c. pcngeluaran pembiayean lainnya eeeuai dengan ketenruan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Pembiayaan ncto mcrupakan sclisih pcnerimaan pcmbiayaan 

terhadap pcngeluaran pembiayaan, 

(n) Pernbiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan 

untuk menulup dcfisit anggaran. 

Paragraf2 
Pcncrimaan Pcmbiayaan 

Pasal 67 

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a bersumber 

dari: 

a. pelampauan penerimaan PAD; 

b. pclampauan penerimaan pendapatan transfer; 
c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; 
e. penghematan belanja; 
f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan; dan/atau 

g. si$a darta akiOOt tidak tcrcapatnya ca'paiurr target kinerja dan sisa dana 

pengeluaran Pembiayaan. 
h. sisa dana lainnya scsuai dcngan kctcntuan Pcraturan Perundang­ 

undangan. 
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Pasal 68 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 
(3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pcncairan Dana Cadangan 
dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam 
tahun anggaran yang berkcnaan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scsuai 

dengan jurnlah yang tclah ditetapkan dengan Pcrda tentang pembentukan 
Dana Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi 
pcncrimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bclum 

digunakan sesuai dengan pcruntukannya, dam, tersebut dapat 
clitempatkan dalam portofolio yang memberikan basil tetap dengan risiko 
rendah. 

(5) Posisi Darn, Cadangan dilaporkan scbagai bag:ian yang tidak terpisahkan 
dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Pcnggunaan atas Dana Cadangan yang clicairkan dari rekening Dana 
Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksuc pada 
ayat [I] dianggarkan dalam SKPD pcngguna Dana Ca.dangan 
bersangkutan, kecuali direntu.kan lain sesuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 69 
(1) Hasil penjualan kckayaan Daer-ah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan 
kctcntuan peraruran perundang-undangan, 

(2) Penerimaan atas basil pcnjualan kekayaan Oaerah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

Pasal 70 
(I) l'cncrimo.an Pinjarnart Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang Akan clitcrim.a 

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
perjanjian pinjama n bersangkutan. 

(2) Pcnerirnaan Pinjaman Daerah sebegairnana dimaksucl pada ayat {I) depat 
bcrsumber dari: 

a. Pemerintah Pusat; 
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b. Pcrncrintah daerah lain; 

c. Lcmbaga Keuangan Bank; 

d, Lcmbaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau 
e. Masyarakat. 

(�) Penerirnaan Pinjaman Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan, 

P.a:;;,I 71 

Penerimaan kcmbali Pemberian Pinjaman Dacrah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c digunaka.n untuk menganggarkan penerimaan 
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerirna pinjaman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.n. 

Pasal 72 
Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 
(3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan Jainnya 
scsuai dengan kctcntuan peraruran peruneang-undangan. 

Paragraf 3 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 73 

Pcmbayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 
(4) buruf a digunakan unruk menganggarkan pembayaran pokok Utang y-ang 
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan scsuai dengan perjanjian 
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh 

kcwajiban Pemcrintah Daerah yang harus diselcsaikan dalam tahun anggaran 
berkerrae n bcrdasarkan perjanjiars plnjeman. 

Pasal 74 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud 
<lalam Pasal 66 ayai (4) huruf b pada l:lUMD dan/atau Badan Usaha Milik 
Negara. 

(2) Penyertaan modal Pcmcrintah Daerah scbagaimana dimaksud pada aya, 
(1) dapat dilaksanakan apabilajua,Jah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkcnaan telah ditctapka n dalam Perda mcngenai penycrtaan 
modal Daer'ab bersangkutan. 
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(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum 

persetujuan bcrsarna antara Gubemur dan DPRPB alas Rancangan Perda 
tcntang APRO. 

(4) Penycrtaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak:sanakan 
sesuai dengan xetentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 75 

(1) Pcmenuhan penyertaan model pada tahun sebelumnya tidak diterhirkan 
Percla l.t::n«::ndiri scpanjang jumtah angga.ran penyertaan modaJ tersebut 

tidak. melebihl jum1.H.h pcnyertaan. modal yang telah ditetapkan dengan 
Perda mengenai penycrtaan modal bt:rsangkutan. 

(2) Dalarn hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditctapkao dengan Perda 

mengenai penyertaan modal, Pcmerintah Daerah mclakukan perubahan 
Perda mengenai pcnyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan pcraturan perundang-undangao. 

Pasat 76 

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c, 
penggunaannya diprioritaskan untuk mendantti kcbutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat 
dibebankan dalam I [saru] tabun anggaran. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
untuk mendanai kebutuhan lainoya sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

{3) Dana Cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 
penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: 

a. DAK; 

b. Pinjaman Daerah; dan 

c. Pencrimaan lain yang pcnggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 
tcncntu ben..h:1.sa.rkan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempatkan dalam 
rckcning teesendiri dalam Reker1ing Kas Umum Daerah. 

(5) Pernbentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
ditetapkan <lalam Perda tent.ang pembentukan Dana Cadangan. 

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditctapkan sebelum 
pcrsctujuan bersarna antara Gubernur dan DPRPB atas Ranc.angan Perda 
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ten tang APBD. 

l':aAAJ 77 

(1) Pcmberian Pinjaman Daert<h sebagairnana dimaksud dalam Pasal 00 ayat 
(4) huruf d digunakan unruk menganggarkan Pemberian Pinjaman 
Daerah yang dibcrikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah 
lainnya, BUMD, Badan U:,;;i,ht< Milik Negara, Koperasi, dan/atau 
masya rakat. 

(2) Pcrobcrian Pinjaman Daernh clilak...nakan sctclah mendapat per,,etujuan 
DPRPB. 

(3) Peraetcjuan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian 
yang disepakati dalarn KUA dan PPAS. 

(4) Kctcntuan mengenai tata cara Pcmbcrian Pinjaman Daerah scbagairnana 
dimaksud pada ayat (I) sampai dengan ayar (3) diatur dalarn Peraturan 

Gubernur scsuai dengan ketenruan peraturan pcrundang-undangan, 

Pasal 78 

Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pa$8.1 66 ayat 
(4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengcluaran pembiayaan 
lainnya eesuai dcngan ketenruan peraturan pcrunda ng-undangan. 

Bagian Keeoam 

Surplus dan Dcfisit 

Paragraf l 

Urn um 

Pasal 79 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Dacrah dengan anggaran Belanja 
Daerah mengakibatkan tcrjadinya surplus atau dcflsit APBD. 

(2) Ualam ha! APBD diperkirakan surplus, APRD dapat digunakan untuk 

pengcluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang 
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentusn peraruran 
perundang-undangan. 

(3) Dalam ha! APBD diperkirakan dcfisit, APBD dapat didanai dari 

penerimaan Pernbiayaan Daerah yang ditctapkan dalam Pcrda tcntang 
APBD yang pelaksa naaunya scsuai dengan ketentuan peraturan 
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perunda.ng-undangan. 

Paragraf2 

Surplus 

Pasal 80 

Penggumuu1 suq,lus APBD d.iula.u:iakau uutuk: 

a. pembayaran cici.lan pokok Otang yang jatuh tempo; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana c.:adangan; 
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 
e. pengeiuaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 81 
Pcmerintah Dacrah wajib mclaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri 

dan mentcri yang mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

Paragraf 3 

Defisit 

Pasal 82 

(1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBO dan batas maksimal 
defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Dacrah bcrpcdoman ketentuan 
yang ditetapkan Mcnteri Keuangan. 

(2) Pemcrintah Daerah wajib mclaporkan posisi defisit APBD sebagajmana 

dimaksud pada ayat (1) kcpada Menceri dan menteri yan_� 
menyelenggarakan urusan pcrncrintahan di bidang keuangan setiap 

semester dalam !ahun anggaran yang berkenaan. 

Pasal 83 

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) harus dapat 
ditutup dari Pembiayaan neto. 

(2) I'cmbiayaan ncto sebagai dimaksud pada ayat (1) mcrupakan selisih 

antara penerimaan Pembiayaan dcngan pengeluaran Pembiayaan. 
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BAB!V 
PEl'<YUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DA£RAH 

Bagia n Kesa tu 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Prioritas 

Plafon Anggaran Scmcntara 

Pasal 84 

(l) Gubernu.r menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

('.2) Rancangan KUA scbagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat: 

�- kondisi ekonomi makro Daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 
c. kebijakan Pcndapatan Dacrah; 

d. kebijakan Belanja Daeran, 
e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

r. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS scbagaimana dimaksud pada ayat (l) disueun dengan 
tahapan: 
a. menentukan skala prioritas pembangunan Dae.rah; 

b. menentukan prioritas Program dan Kegiata.n unruk masing-masing 

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional 

yang tercanturn dalarn rencana kerja pemerintah setiap iahun; dan 

c. mcnyusun capaian Kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara 
unluk masing-masing Program dan Kegiatan, 

Pasal85 

(1) Gubcmur mcnyarnpaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagahnana dimaksud dalam Pasal 84 aya; (1) kepada DPRPB paling 

lambat minggu keclua bulan Juli untuk dibahas dan clisepakati bersama 
antara Oubcmur dan DPRPB. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan 

DPRPB paling lambat mutggu kedua bulan Agustus. 

(3) KUA dart PPAS yang telah disepakau Gubcrnur bcrsama DPRPB 
seebaga'ima na dirnakaud pada HYHl. (2) rnenjadi pedoma.n bagj Perangkat 

Daernh dru.run menyusun RKA SKPD. 
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(4) Tata cara pcmbahasan rancangan KUA dan mncangan PPAS 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 86 
Dalarn hal Gubernur dan OPRPB tidak menycpakati bcrsama rancangan KUA 
dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), paling 

Jama 6 (cnam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS 

disampaikan kcpada DPRPB, Gubemur menyampaikan Rancangan Perda 

tenrang APBD kepada DPRPB berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan 

rancangan PPAS yang disusun Gubemur, untuk dibahas dan diserujui 
bcrsama antara Gubcrnur dengan DPRPR sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-undangan. 

Pasal 87 

(1) Kegiatan scbagai.mana. dlmaksud datam Pasal 84 ayat (3) hurur b dapat 

dianggarkan: 
a. untuk I (satu) tahun anggaran; atau 
b. lebih dari l [sarul tahun anggarnn dalarn bentuk kegiatan tahun 

jarnak 

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. pekcrjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis 

merupakan $.IU kesatuan untuk mengbasilkan l (satu) Keluaran 

yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) 
bulan; atau 

b. pekerjaan atas pclaksanaan kcgiatan yang mcnurut sifatnya ha:rus 

tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. 

(3) Penganggaran kcgiatan tahun jarnak scbagaimana dimaksud pada ayat 

(2) bcrdaaarkan alas persetujuan bereama. ant.:..w...t Gubernur dan OPRPB. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan 11.-UA dan PPAS. 

(5) Per setujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 
a. nama kegiatan; 

b. jangka waktu pelaksanaan kcgiatan; 

c. jumlah anggaran; daa 



d. alokasi anggaran per tahun. 

(6) Jangka waklu penganggaran pclaksanaan kcgiatan tahun jamak 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir 
rahun masa jabatan Gubcmur berakhir, kecuali kegiatan tahu.n jarnak 

dimeksud rnerupakan prioritas nasional dan/alau kepentingan strategis 

nasional sceuai dengan ketenruan peraruran perundang undangan. 

Bagian Kcdua 
Reneana Kcrja Dan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Daerah 

Pasal 88 

(1) Kcpala SKPD menyusun RKA SKPO berdasarkan KUA dan PPAS 
scbagairnana <limaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) R.KA SKPl) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan 

menggunakan pcndckatan: 

a. kerangka Pcngcluaran Jangka Menengah Daerah; 
b. pcnganggaran tcrpadu; dsn 

c. penganggaran berdasarkan Kinerja 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada 

PPKD scbagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sesuai 
dengan jadwal dan tahapan yang dtatur dalarn Peraturan Menteri tentang 

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

Pasal 89 

Dalarn hal terdapal penambahan keoutuhan pengetuaran akibat keadaan 

darurat tcrmasuk bclanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat 

menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 85 ayal (21 dan aya t (3). 

Pasal YO 

(1) Pendekatan Kerangka Pcngcluaran Jangka Mcncngah Daerah 

sebagaimana di.maksud dalam PasaJ 88 ayat (2) huruf a dilaksanakan 

dengan menyusun Prakiraan Maju. 

(21 Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 

kcbutuhan anggaran untuk Program dan Kcgiatan yang dircncanakan 

dalam t.ahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 
direncanakan. 
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(3) Pcndckatan Penganggaran Tcrpadu sebagaimana dimaksud da!am Pasal 

88 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meroadukan scluruh proses 

perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan 
dokumen Rencana Kcrja dan Anggan>n. 

(4) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kincrja sebagaimana dilnaksud 

dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan: 
a. keterkaitan antara pcndanaan dengan Keluaran yang diharapkan 

dari Kegiatan; 

b. hasil clan manfaar yAng diharnpkan; dnn 

c. cfisicnsi dalam pencapaian Hastl dan Kelua.ran. 

Pasal 91 

(1) lJnruk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pcndckatan 

sebagairnana dimaksud dalam Pasat 88 ayat (2) dan terciptanya 

kesinarnbungan RKA SKPD, kepala SKPO mengevaluasi hasil 

pelaksanaan Program dan Kcgiatao 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 

sampai dengan semester pcrtama tahun anggaran bcrjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bertujuan untuk menilai 

Program dan Kegiatan yang belurn dapat dilaksanakan atau belum 

diselesaikan iahun sebetumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan 
pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu] tahun berikutnya dari tahun 

yang direncanakan. 

(3) Daiam hal Program dan Kcgiatao mcrupakan tahun terakhir untuk 

pencapaian prestasi kcrja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 

dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

Pasal <J2 

(I) Pcnyusunan RKJ\ SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 
bcrdasarkan Kincrja sebagaimana dimaksud dalam Passi 88 ayat (2) 

buruf c berpedornan pada: 
a. indikator Kinerja; 

b. tolok ukur dan sasaran kincrja scsuai analisis staodar bclanja; 

c. standar harga satuan; 

d. Rcncana Kcbutuhan BMD; dan 

e. Standar Pclayanan Minimal. 

(2} lndikator Kinc::tja ecbago ima na dim.:1km1d pada ayat (1) hunJf a 

merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan 
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Kegiawn yang direncanakan mcliputi Masukan, Kcluaran, dan Hasil, 

(3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan ukuran prc�b1Si kerja yang akan dicapei dari keadaan 

sernula dengan rnernpertirnbangkan faktor kualitas, kuantitas, cfisiensi, 

dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. 

(4) Sasaran Kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan 

Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang 

diharapkan dari suatu Kcgiatan yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dcngan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

(5) Analisis standar bclanja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan penilaian kewajaran alas beban kerja dan biaya y-=g 

digunakan untuk melaksanakan suatu Kcgiatan. 

{o) Standar harga satuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) hunt! c 

merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditctapkan dcngan 

Kepurusan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan 

regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4). 

(7) Standar Pclayanan Minin1al sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

merupakan to\ok ukur Kincrja dalam mencntukan capaian jenis dan 
mutu Pelayanan Dasar yang mcrupakan Urusan Pcmcrintahan Wajib 

yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

Pasal 93 

(!) RJ<A SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memuat 

rencana pendapatan, belanja, dan pcmbiayaan untuk tahun yang 
dircncanakan sorta prakiraan maju untuk tahun berikurnya. 

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan pernbiayaan sebagaimana dima.ksud 

�da ayat (I) dirinc-i sampai dengen rincian obyek. 

(3) RKA SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi 

mengenai Un1&1n Pemcrint.ahan Dacrah, bidang urusan, organisasi, 
stnndar harga saruan, <inn Kinerja y:::mg ::ik::in di" .... npni cfori Progr.lm. 

Kegiatan, dan �ubkegiatan. 

Pasal 94 

(1) Rcncana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) 
mcmuat Urusan Pcmerintahan Daerah, bidang urusan, organisa.si, 
kelompok. jcnis, obyck, rincian obyek, dan subrincian obyek Pcndapatan 



- 52 - 

Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditcrima oleh 

SKPD sesuai dengan tugas dan Iungeinya serta ditctapkan scsuai dcngan 

ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dirinci 

atas Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan organisasi, Program, 

Kegiatan, sub kegiatan, kelompok bclanja yang masing-masing diuraikan 

rncnurut jcnis, obyek, clan rincian obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) 

rnerruaaj, kelornpok: 

a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunak.an untuk menurup 

dcfisit APBD; clan 

b. pcngcluaran 

mcmanfaatkan 

pcmbiayaan yang dapat d.igunakan untuk 

surplus APBD, yang masjng-masing diuraikan 
mcnurutjcnis, obyck, dan rincian obyek pemblayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 93 

ayat (3) memuat Urusan Pcmcrintahan Daerah yang dikelola sesuai 

dengan tugas dan Iungsi SKPD. 
(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pas.11 93 ayat (3) memuat nama 

SKPD selaku PA. 

(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
93 ayat (3) terdiri dari indikator Kincrja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran 

Kinerja. 
(8) Program sebagaimana dimaksud dalam l'asal Y3 ayat (3) memuat nama 

Program yang akan dilaksanakan SKI'D dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(Q) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama 

Kegiatan yang akun dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran 
berkenaan. 
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Bagian Ketiga 

Tata Cara Penyusunan Rcncana Kcrja Dan Anggaran 
Satuan Kerja Pcrangkat Daerah 

Pasal 95 

(l) TAP!) menyusun dan meuerbitkan surat edaran Oubernur tcntang 

pedoman penyusunan RKA SKPD paling lambat m.inggu ketiga bulan 

Agustus. 

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayar ( 1) mencakup: 

a. PPAS yang dialosasikan untuk setiap Program SKPD berncut rencana 
pendaparan dan pembiayaan; 

b. batas waktu pcnyampaian RKA SKPD kepada PPKD; 
c. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD tcrkait 

dengan prinsip pcningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan 

akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pcncapaian 

prestasi kerja; dan 
d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, 

format RKA SKPD, anatisis standar belanja dan standar harga 

satuan 

(3) Berdasarkan pedoman pcnyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kcpala SKPD menyueun RKA SKPD sesuai dengan RKPD, 

KUA dan PPAS. 

(4) RKA SKPD yang tclah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi/ditcliti. 

(5) Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) apabila terdapat ketidaksesuaian mal<a kepala SKPD harus 

segera melakukan penyernpurnaan. 

Bagian Keempat 

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Deerah 

PRAAl 'lo 

(!) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 ayat (l) disampaikan kepada TAPD melatui PPKD untuk 

diverifikasi, 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan olch TAPD 
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untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 

a. KUA dan PPAS; 
b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 

c. dokumen perencanaan lainnya; 

d. capaian kinerja; 

e. indikator kinerja; 

f. analisis standar belanja; 

g. standar harga satuan; 

h. pcrcncanaan kcbutuhan BMD; 
i. standar pelayanan minimal; 

J· proyeksi perkiraan maju unruk r.ahun anggaran berikutnya; dan 

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam ha! hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPO melakukan penyernpurnaan. 

Pasal 97 
(1) PPKD mcnyusun Rancangan Perda tentang APBD dan dokumcn 

pcndukung berdasarkan RKA SKPD yang telah discmpurnakan olch 

kepala SKPD. 
(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan APBO yang dilclasifikasi mcnurut kclompok dan jcms 

Pendapatan, 1:!elanja, dan Pembiayaan; 
b. ringkasan APBD mcnurut Urusan Pemerintahan Dacrah dan 

organisasi: 
c. rincian APBD mcnurut Urusan Pemcrintahan Daerah, orgamsasi, 

Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belania, dan 

Pembiayaan; 
d. rckapitulasi belanja dan kesesuaian mcnurut Urusan Pcmcrintahan 

Daer-ah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 
c, rekapitulasi Belarija Dserah untuk kesetaraean dan kcterpaduan 

Urusan Pemerintahan Dacrah dan fungsi dalam kerangka 
pcngclolaan kcuangan Negara; 

I. de.ftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g, dafter Piutang Daerah; 

h. daltar penyertaan modal Daerah dan invcstasi Dacrah Iainnya; 

i. defrar perkiraan penambahan dan pengurangan asct tctap Dacrah; 
j. daftar perkiraan penam.bahan dan pengu.ra.ngan asct lain-lain; 



- 55 - 

k. daftar Kegiatan tahu n anggaran scbclumnya yang bclum diselesaikan 
dan dianggarkan kembali dalarn tahun anggaran yang direncanakan; 

I. daftar Dana Cadangan; dan 

m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
nota keuangan dan Rancangan Pcraturan Gubemur tentang Penjabaran 

APBD. 

(4) Pcraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD sebagairnana dimaksud 

pada ayai (3) mcmuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 
a. d.ngkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, 

jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program. Kegiatan, kelompok, jerus, obyck, rmcian obyek 

pendapatan, belanja, clan Pcmbiayaan; 
c. daft.ar nama penerima, alamat penerirna, dan bcsaran hibah; dan 

d. dsftar nama penerima, alamat pcncrima, dan besaran bantuan 
sosial. 

Pasal 98 

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun olch PPKD disampaikan 
kepada Gubemur. 

BI\B V 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPJ\TAN DAN BEL.ANJA OAERAH 

Bagian Kcsatu 

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturao Daerah 

1'entang Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Dacrah 

Pasal 99 

()) Gubemur wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai 
pcnjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRPB paling lam bat oO 

(enarn puluh) hari scbclum 1 (satu) bulan tahun anggaran bcrakhir untuk 

memperoleh persetujuan bcrsarna antara Gubcmur dan DPRPB. 
(2) Dalam hal Gubemur tidak mengajukan Rancangs,n Perda rentang APHD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (!), male• dikenai sanksi administratif 
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sesuai dengan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 100 

( l) Pembahasan Rancangan Pcrda ten tang APBD dilaksanakan oleh 

Gubemur dan DPRPB setelah Gubemur menyampaikan Rancangan 

l'crda tcntang APBD beserta penjelasan dan dokumcn pcndukung ecsuai 

dengan kctcntuan Pera(unm Perundang-cudaugan. 

(2) Pembahasan Rancangan Pcrda tcntang APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (!) bcrpcdoman pada RKPD, KUA. dan PPAS. 

Ragian Kedua 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tcntang Anggaran Pendapatan 

Dan Rebinja Daerah 

Pasal 10] 

(!} Gubemur clan DPRPB wajib menyetujui bersama Rancangan Perda 

lent..ng APBD paling Iambat l (satu) bulan scbdum dimulainya tahun 

anggara.n setiap tahun. 
(2) Berdasarkan per-setujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Gubemur mcnyiapkan Rancangan Pera= Gubemur tentang 
Peojabaran APDO. 

(3) Dalarn hal DPRPB clan Gubernur tidak menyerujui bersarna Rancangan 

Pcrda tcntang APBD d"lam 1 [satu] bulan sebelum dimulainya tahun 

anggaran setiap tahun aebagaimana dimak'sud pada eyar (1), maka 
dikcnai sankei adminisrratif sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undengan, 

(4) Dalam ha! keterlambatan penetapan I\Pl.lD karena Gubernur terlambat 

menyampaikan Rancangan Pcrda tcntang APBD kcpada DPRPB dari 

jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (I), san.ksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kcpada 

anggola DPRPB. 

Pasal 102 
(1) Dedarn ha1 Cuhcnrnr chtn OPRPR ticfak mcrtgarnbil pr.n:;c::tujmm bcr-sarna 

dalam waktu 60 (eoam puJuhJ hari sejak disampaikan Rancangan Perda 

l.t,nlang APBD oleh Gubernur kepada llf'RPB, Gubemur menyusun 

Ranc--'lngan Peraruran Gubcmur tcntang APBD paling tinggi sebesar 
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angka API3D tahun anggaran scbclumnya 

(2) Rancangan Pernt.uran GubemW' tentang APBD scbagaimana dimak�ud 

pada ayat {I) diprioritaskan untuk bclanja yang bersifat mengikat dan 

belanja yang bersifat wajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( J) da pat dilampaui apabila tcrdapat: 

a. kebijakan pemerintah yang rnengakibatkan tarnbahan pcmbcbanan 

pada APBD; dan/atau 
b. kcadaan darurat rermasuk keperluan mendesak sesum dengan 

kctentuan peraturau perundang-undangan. 

Pasal 103 

R,'U1C<."Ulgan Pcraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal l 02 ayat (2) mcmuat. larnpiran yang terdiri alas: 

a. ringkasan !\PBD; 
b. ringkasan penjabaran /\POD sarnpai dengan rincian obyek; 

c. ringkasan APBD menurut urusan pernerintahan Daerah dan organisasi; 

d. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pcndapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 
c. rekapitulasi dan kcsesuaian belanja rnenurut urusan pemerinta:han 

Daerah, organisasi, Program, dan kegiatan; 

f. rekapitulasi Bclanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kcrangka pcngctolaen kcuangan 

negara; 
g. dafter jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

h. daftar piut.ang Dacrah; 
1. daftar pcnycrtaan modal Daerah dan in vestasi Daerah lainnya; 

J. daftar perkiraan pcnambahan dan pengurangan aset tctap Daerah; 
k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

l. daftar kegiatan tahun ariggar-an sebclnmnya yang bclu..m diaclcsaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

m. daftar Dana Cadangan; 
n. daftar Pinjaroan Daerah; 

o daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah: dan 
p daftar nama pcnerima, alamat penerirna, dan besaran bantuan sosial. 
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Pasal 104 

(1) Rancangan Peraruran Ouberriur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

ayat (2) dapal ditetapkan menjadi Pcraturan Gubemur serelah 

memperolch pcngcsahan dari Menteri. 

(2) Untuk memperoleh pengcsahan scbagaanana dimaksud pada ayat (1), 

Rancangan Peraruran Gubemur tentang APBD bcscrta 13lnpirannya 
disampaikan paling lambat 15 (limn belas) hari terhitung sejak DPRPB 
tidak mengambil kcputusan bersama dengan Gubernur terhadap 

Rancangan Perda tentang APBD. 

(3) Apabila dalam batas waktu ;�O (tiga puluh) hari Menteri tidak 

mengesahkan Rancangan Peraturan Guberour sebaga.imana dimaksud 

pada syat (!), Gubernur mcnetapkan Rancangsn Peraturan Gubernur 

rnenjadi Pcraturan Guberuur. 

P'dsal !OS 

(1) Dalam ha! penetapan Al'l:IU mcngalami kcterlambatan, Gubemur 

mclaksanakan pengeluaran sctiap bulan paling tinggi sebesar 
seperduabelas jumlah pengeiuaran APBD tahun anggara.n sebelumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bulan scbagaimana dimaksnd pada ayat (1) dibatasi 

hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketcntuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kctiga 
Evaluasi Rancangan Pcraturan Daerah Tentang Anggara.n Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Dan Peraturan Cubemur Tentang Penjabaran Rancangan 
Anggaran Dan Pendapatan Belanja Dacrah 

Pasal 106 

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang tclah disctujui bersama dan 

Rancangan Pcraturan Gubcrnur tentang Penjabaran APBD disampaikan 

kepada Menteri Dalam Negeri paling Iamoat 3 (tiga) hari sejak tanggat 

persctujuan Rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi scbclum 
diietapkan oleh Gubemur. 

(2) Rancangan Perda tc.ntang API30 dan Rancangan Pcraturan Cubcrnur 

tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dcngan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Cubcrnur dan 

DPRPB. 
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Pasal 107 

(1) Penyempurnaan basil evatuasi sebagairnana dimaksud daJaro 106 ayat 

(I) dilakukan Oubernur mclalui TI\PD bersama dengan DPRPB mclalui 

badan anggaran. 

(2) Hasil penycmpumaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan kcputusan piropinan DPRPR. 

(3) Kcputusan pimpinan DPRPB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dijadikan dasar penetapan Perda tcntang APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan pada sidang paripums berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan l)l'Rl'S sebagaimana diroaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubcmur paling Iambat 3 (tiga) hari sctclah 

keputusan tersebut ditetapkan. 

Bagian Keempat 

Penetapan Pcraturan Daerah Tentang Anggaran Pcndapatan Bclanja Daerah 

Dan Peraturan Gubemur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Pasal 108 

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubemur 

tentang Penjabaran APBD yang telah dicvaluasi ditetapkan oleh Gubemur 

menjadi Pcrda tentang APBD dan Peraruran Gubemur tentang 

Penjabaran APBD. 
(2) Penetapan Rancangan Perda tentang A PRO dan Rancangan Peraturan 

Cubemur tentang Penjabaran Al'l:!D sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan paling lambat tanggal 31 Dcscmbcr tahun scbeJwnnya. 

(3) Gubemur rnenyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubemur 

tentang Penjabaran APBD kepada Gubemu.r paling Jambat 7 (tujuh) hari 

sctclah Pcrda dan Peraruran Gubemur ditetapkan. 

{4) Dalam hal Gubenlur berhalangan, pcjabat. ysns bcrwcoang menet..apk.an 

Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. 
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AAA VT 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHA.-".N 

Bagiao Kesatu 

Umum 

Pasal 109 

(1) Scrnua Peoer+rnaan dan Pengcluaran Dacrah dianggarkan da.1am APBD 

dan dilakukan melalui Rckening Ka� Umu:m Daera'h yang dikelola oleh 

BUD. 
(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengcluaran Dacrah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekeriing Kas Umum Daereh, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan Penerirnaan dan Pengeluaran Daerah tersebut, 

Pasal 110 

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaanj'Bendahara Pcngcluaran, dan orang 

atau badan yang menerirna atau menguasai uang/kckayaan Daerah 

wejib menyelenggarakan pcnatausahaan scsuai dengan kete.ntuan 

Perarurnn Perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang mcnandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 

pengcluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguriaan swat bukti 

dimaksud, 

(3) Kebenaran material scbagaimana dimajeacd pada ayat (2) merupakan 

kebenaran atas penggunaan anggaran dan lla�il yang dicapai atas Beban 

APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 111 

Gubernur da n Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari 

yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 112 
Pencrimaan Pcrangkat Daerah yang merupakan Penerirnaan Daernh tidak 

dapat dipergunakan langsung unt.uk pengduaran, kecuali dilt:nlukan lain 
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sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 113 

( l) Setiap Pcjabal dilatang melakukan tindakan yang berakibat pengcruaran 

atas Beban APRD apa bila anggaran untuk membiayai pengcluaran 

tersebut tidak tersedta atau tidak cukup tersedia, 

(2) Setiap pengeluaran alas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 
(3) Gubemur dan Perangkat Daerah dilarang mclakukan pengeluaran atas 

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Pasal 114 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan: 

a. peiabat yang dibcri wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diheri wewenang menandatangani SPM; 

c, pejabat yang diberi wewenang mcngcsahkan 

pertanggungjawaban, 
d. pejabar yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. Bcndahara Penerimaan dan Bcndahara Pengeluaran; 
I, Bendahara Pcncrimaan Pernbantu dan Bendahara Pcngeluaran 

Pembanru; dan 

g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Kepuiusan Gubernur tcntang penetapan pejabat sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan scbclum dimulainya tabun anggaran yang 
berkenaan. 

Bagian Kcdua 

Pclaksanaan Dan Penamusahaan Kas Umum Dacrah 

Pasal 115 

(1) Oalam rangka pengelolaan uang Dacrah, PPKD sclaku BUD membuka 

Rckcning Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) climuat 
dalam perjanjian antara BUT> deng.in bank umum yang bersangkutan. 
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Pasal 1 Jo 
(1) Dalarn pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah, BUD dapal membuka rekening pcncrimaan clan rekening 

pcngeluaran pad a hank yang ditctapkan oleh Gubemur. 

(2) Rekening penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) digunakan 

untuk menampung Pencrimaan Dacrah setiap hari. 

(3) Rekening pencrimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diopcrasikan 

sebagai rckcning ber-saldo nihil yang seluruh penerimaannya 

dipindahbukukan kc Rckcning Kas Umurn Daemh paling sedikit s,·kali 

schari pada. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan scbagaimana dimaksud ayat (3) 
socara tekni$ helum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat 

dilakukan secara bcrkala yang ditetapkan dalam Peraturan Gubcrnur. 

(5) Rekening penge!uaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicperasikan 

scbagai rckcning yang meruunpung pagu dana untuk mernbiayai kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang bcsarannya 

ditctapkan dengan Peraturan Gubemur. 

(6) Pcmindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rckcning 

pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan 

atas perintah BUD. 

Pasal 117 

( 1) Kepala SKPD dapat membuka rekcning pcncrimaan pada bank umum 

yang ditetapkan oleh Gubcmur dan melaporkan rekening dimaksud 

melalui BUD untuk dnetapkan oleh Gubemur. 

(2) Gubemur dapat rocmberikan izin kepada kepala SKPD unruk membuka 

rekening pengeluaran mclalui BUD yang ditetapkan oleh Gubcmur pada 

bank umum untuk menampung UP. 

(3) Kepala SKPD dapat mernbuka rekcning pcngcluaran pada bank urnum 

yang ditetapkan oleh Gubernur clan melaporkan rekening dima.ksud 

mclalui BUD untuk ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasal I lll 

Pemerintah Dacrah berhak mempernleh bunga, jasa giro, dan/alall imbalan 

lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga 

dan/atau jasa giro yang berlaku �uai dengan ketentuan pcraturan 

pcrundang-undangan. 
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Pasal 119 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 

didasarkan pada kerentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan 

sesuai dcngan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 120 

(1) Dalarn rangka manajernen kas, Pemerintah Daerah dapar 

mcndcpositckan dan/atau mclakukan investasi jangka pendek atas uang 

milik Daerah yang scmcntara belum digunakan scpanjang tidak 

mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugss Daerah, dan kualtras 

pclayanan publik. 

(2) Dcposito dan / atau investasi jangka pend ck sebagaimana dimaksud ayat 

(I) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 

Desember. 

Bagia n Ketiga 

Penyiapao Dokumcn Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 121 

(l) PPKD memberitahukan kcpada kepala SKPD agar menyusun dan 

menyampaikan rancangan DPA SKPO paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

P�r:-1turan Gubernur ten tang Penjabaran APBD ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memuat 

Sasaran yang hendak dicapai, Iungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai Sasaran tersebut, rencana penerimaan 

dana, dan rcncana penarikan dana sctiap satuan kerja serta pendapatan 

yang dipcrkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun 

kepada PPKD paling larnbat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayal (l) disarnpaikan. 

Pasal 122 

( J) TAPD mdakukan v�rifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala 

SKPD yang bersangkutan. 

(2) Veriftkasl atas rancangan nPA 8KPD sebagaima.na dimaksud pada ayat 

(1) disclcsaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkarmya 

Peraturan Gurn,rnur tcntang Pcnjabaran APBD. 
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(3) Berdasarkan hasil verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 

rnengcsahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan perserujuan 

Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam ha! basil verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
sesuai dengan Peraturan Gubcrnur tentang Penjabaran APBD, SKPD 

melakusan pcnycmpurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh 

PPKD dengan pcrsctujuan Sekretaris Dacrah. 

(5) OPA SKPD yang telah disahkan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan dan kepada 
satuan kcrja yang secara fungsional mdakukan pengawasan naerah 

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan, 

(6) DPA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan 

scbagai dasar pelaksanaan anggaran oleb kepala SKPD sclaku PA. 

Bagian Keempat 
Anggaran Kas Dan SUrat Penyecliaan Dana 

Pasal 123 

(1) PPKD sclaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintab Daerah untuk 

mcngalur ketersediaan dana dalarn rnendanai pengcluaran sesuai dengan 

rcneana penarikan dana yang tt:rcan.tum dalam DPA SKPn. 

(2) Anggaran Kas sebagairnana dima.ksud pada ayat (1) mcmuat perkiraan 
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus 

kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengcluaran Daerah dalam 

sctiap pcriode. 

Pasal 124 

( l) Dalam rangka manajemen kas, PPKD mcncrbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan: 
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daer-ah ; dan 

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tcrcantum 

dalam DPA SKf>D. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud padn ayat ( l) disiapkan ukb Kuasa BUD 

unruk ditandatangani oleh PPKD. 
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Pasal 125 

Kclcnluan lebih lanjut mengenai lala cara pelaksanaan penyusunan 

Anggaran Kas dan SPD scbagairnana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 
124 diatur dalarn Pcraturan Gubemur berpedoman pada Peraturan Mcntcri 

Dalam Negeri. 

Bagian Kellina 
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

Pasal 126 

(1) Bendahara Pcncrimaan wajib menyetor scluruh pcncnmaannya kc 

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

(2) Dalam ha! kondisi geografis Oaemh sulit dijangkau dcngan komun.ikasi, 

transportasi, dan kcterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 

objektif lainnya, penyctoran penerimaan sebagairnana dimaksud pada 

ayat (\) dapat mclebihi 1 (saru) hari yang diarur da.lam Peraturan 

Gubemur. 
(3) Sctiap penerimaan harus didu.b.-ung olch bukti yang lcngkap dau sah atas 

setoran. 

(4) Bukli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapal melipuli dokumen 

elektronik. 

(5) Penyetoran pencrimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

menggunakan surat tanda sctoran. 

Pasal 127 

(!) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud da)am Pasal 

126 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tnnai. 

(2) Pcnyctoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <lianggap sah setelah 
Kuasa BUD mencrima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Bcndahara Penerimaan dilarang mcnyimpan uang, eek, atau surat 

berharga yang dalam penguasaannya: 

a. lebih dari l (satu] hari, kecnali terdapat keadaan sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 126 ayat (2); dan/atau 

b. atas nama pribadi. 
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Pasal 128 

(1) Tlendahara Penerimaan pada SKPD wajib menye!enggarakan pernbukuan 

rerhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas peneriroaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Bcndahara Pcnerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kcpada PA melalui PPK SKPD paling 

lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(:l) Hendabara Pcncrirnaan pada SKPD wajib mcnyampaikan lapomn 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling larobat tangga.l 10 

bulan berikutnya. 

(4) PPKD mclakukan vcrifikasi, evaluasi, dan analisie atas !aporan 

pertanggungjawaban pcnerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalarn rangka rekonsiliasi penerimaan. 

Pasal 129 

(1) Pengembalian atas kelebihan Pcnerimaan Daerah yang sifatnya bcrulang 

dan terjadi pada tahun yang sarna maupun tahun sebehrmnya dilakukan 

dengan rnembebankan pada rekening pencrimaan yang bersangkutan. 

(2) Pengcmbalian atas kclebihan Pencrima.an Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 

rnembebankan pada rekcning penerimaan yang bersangkutan. 

(3) Pengembalian atas kclcbihan Penerimaan Daerah yang sifat.nya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebe!umnya dilakukan dengan 

mcrnbebankan pada rekening bclanja tidak tcrduga, 

Bagi.an Keenam 

Pelaksanas n dan Pcnatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 130 

(J) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lcngl<ap dan sah 

mcngenai hak yan_i;i diperoleh cleh pihak yang menagih. 

(2) Pcngelusran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan 
scbelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan 

dalarn Lembaran Dacrah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terrnastak 

pengeluaran keadaan darurat dao/ atau kcpcrluan mendesa.k �:;u.a.i 

ketenruan Perarura n Pcrundang-undangan. 
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Pasal 131 

(1) Bendahara Pengeluaran meogajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 
bcrdasarkan SPD atau dokumcn lain yang dipen,amakan dengan SP!). 

(2) Pengajuan SPP kcpada KP/\ berdasarkan pertimbangan besaran SKPD 

dan lokasi, disarnpaikan Bcndahara Pengeluaran pembantu mclalui PPK 

Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokmnen lain yang dipersamakan 

dengan S!'D. 
(3) Pengajuan SPP kepada KPA bcrdasarkan pertirnbangan besaran anggaran 

Kegiatan SKPO, disampaikau Bendahara Pengeluaran pembanru melalui 

PPK SKPO berdasarkan SPD atau dokumcn lain yang dipersarnakan 

dengan SPD. 

(4) SPP sebagaimana diuiaksud pada ayat ( l) tcrdiri alas: 

a. SPP UP; 

b. SPPCU; 

c. SPP TU; dan 

d. SPP LS. 

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 

a. SPPTU; dan 

h. SPP LS. 

Pasal 132 

(1) Penerbitan dan pcngsjuan dokumen Sf>P UP dilakukan oleh Bendahara 

Pcngcluaran dalarn rangka pengisian UP. 

(2) Penerbitan dan pcngajuan dokumen SPP GU dilaku.kan oten Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

{3) Ketentuan Iebih lanjut mengcnai besars .. n UP dan GU scbagaimana 

dimaksud pad a ayat { l) dan ayat (2) ditctapkan dengan Kepurusan 

Gubemur. 

(4) Pcngajuan SPP UP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diajukan dengan 

melampirkan Kcputusao Gubernur tcntang Besaran UP sebagaimana 

dima.ksud pada ayat [3). 

(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dcngan 
dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 

Pasal 133 

(1) Bcndahara Pengeluaran atau 13endahara Pcngcluaran pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan y-ang bcn;.if;;,1 
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mendesak dan tidak dapat mcnggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 

(2) Batas jurnlah pengajuan SPP TU harus mcndapat persetujuan dari PPKD 

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pcnggunaannya 

ditetapkan dengan Pcraturan Cubcmur. 

(3) Dalam ha! sisa TU tidak habis digunakan dalam l (satu) bulan, sisa TU 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, 

(4) Ketentuan batas waktu pcnyetoran sisa TU scbagaimana dimaksud pada 

oyat (3) dikecualikan untuk: 
a Kegiatan yang pelaksanaannya mdcbihi l (satu) bulan; dan/atau 

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dcngan 

daftar rincian rencana penggunaan dana. 

Pasal 134 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumcn SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada pihak keuga atas pengadaan barang dan jasa; dan 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai deogan ketentuan peraruran 

perundang-undangan. 

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan 

jasa sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan 

olch Bendahara Pengeluaran pembantu dalam ha! PA mclimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada KPA. 

Pasal 135 

(I) Pengajuan dokumcn SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan 

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (l) huruf b oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pcngcluaran Pembantu, dilakukan 
paling larnbat 3 (tiga) hari sejak ditcrimanya tagihan dari pihak. k,;lig" 

melalui PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilarnpiri dengan kelengkapan pcrsyaralan yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan, 

Pasal 136 

(1) Bcrdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 132 
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ayat (1), PA mengajukon permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan 

meoerbitkan SPM UP. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU scbagaimana dimaksud dalam l'l>sal 
132 ayat (2), PA mengajukan pengganuan UP yang telab digunakan 

kcpada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM OU. 

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU scbagaimana dimaksud dalam Pasal 132 

ayat (1), PA/KPA mcngajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM TU. 

Pasal 137 

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan o!eh Bendahara Pengcluar.an/ 

Bcndahara Pengeluaran pembantu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

134 ayal (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifi.kasi atas: 

a. kebenaran material surat bukti mcngcnai hak pihak penagih; 

b. kelengkapan dokumen yang mcnjadi persyaratan/sebubungan 

dengan ikatan/pcrjanjian pengadaan barang/jasa; dan 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan hasil vcrilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 

PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui 

penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi litlak memenuh.i syarat, PA/K1'A tidak 
mcncrbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumcn SPP LS dalam hal hasil vcrifikasi tidak 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 

(satu) hari terhitung sejak ditcrimanya SPP. 

Pasal 138 

(1) Kuasa BUD mcnerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kcrjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 

(dua) hari sejak SPM diterirna. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

K<1asa. RUD berkewajiban untuk: 

a. mcncliti kclcngkapan SPM yang diterbitkan oleb PA/KPA bcrupa 

Surat. Pernyataan Tanggung .Jawab PA/KPA; 
b. mengnji kebenaran pcrhilungan tagihan alas Bebao APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 
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c. menguii ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; clan 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengcluaran Dacrah. 

(4) Kua= BUD tidak mencrbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila; 

a. tidak dilcngkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

dan/atau 
b. pengeluaran tersebut rnelarnpaui pagu. 

(5) Kuasa BU!) mengembalikan dokumen SPl\1 dalam ha! ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat l (satu) hari terhitung 

sejak diterimanya SPM. 

( 1) Benda hara 
Pasal 139 

Pcngeluaranj Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melaksanakan pembayaran setelah: 
a. mcncliti kclengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pernbayaran; dan 

c. mcnguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 
(2) Bcndahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib 

mcnolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipcnuhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pcngeluaran pembantu bertanggung 

jawab sccara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

Pasal 140 
Bcndahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai waiib 
pungut Pajuk Pengha.silan (PPh) clan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 

Negara. 

Pasal 141 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang mernbebani tahun anggaran yang 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 142 

(1) Bcndahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan pcnggunao.n UP/ GU /TU/ LS kepada PA 
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melalui PPK SKPD paling larnbat tanggal JO bulan bcrikutnya. 

(2) Bcndahara Pengeluaran/Bendahara Pcngeluaran pernbantu pada SKI'D 

wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pcngelolaan uang 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 

perrangguugjawaban pengcluaran kepada PPKD selaku BUD paling 

lambal iangga I IO bulan berikutnya. 

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengcsaban Iaporan 

pertanggungjawaban pengcluaran dan sanksi keterlarnbatan 

penyampaian laporan pertanggungjawaban ditctapkan dalam Pernturan 

Gubemur. 

(4) Pcnyampaian pertangguugjawaban Bendanara l'cngduaran/Bcod;,,hara 

Pengeluaran pernbantu secara fungsional scbagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan sural pengcsahan 

pertanggungjawaban pengeluaran olch PA/KPA. 

(5) Vntuk tcrtib laporan pertanggungiawaban pada akhir tahun aoggaran, 

perranggungjawaban pengeluaran dam> bulan Desember disampaikan 

paling lambat tanggal 31 Oesember. 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan Dan Pcnatausahaan Pembiayaan Daerah 

Pasal 143 

(1) Pelaksanaan dan penatatrsahaan penenmaa.n dan pengeluaraan 

Pembiayaan Dacrah dilakukan oleh kcpala SKPKD. 

(2) Penerirnaan dan pengeluaraan Pernbiayaan l)aerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekcning Kas Umum Daerah. 

(3) Dalam ha! penerimaan dan pcngeluaran Pembiayaan 11aerah 

sebagairnana dimaksud pada ;,ynt (2) sesuai kctcntuan Peraturan 

Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, BUD melakukan pencatatan tlan pengcsahan pencrimaan dan 

pcngeloaran Pcmbiayaa.n Daerah tersebut. 

Pasal 144 

Kcadaan yang menyebabkan Sil,PA tahun sebelumnya digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan untuk: 
a. mermtupi defisit anggHriln; 
b. mendanai kcwajiban pcmerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya; 
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c. mcmbayar hunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Dacrah yang 

mclarnpaui anggaran yang tersedia mcndahului perubahan APBD; 

d. melunaei kewajiban btanga dan pokok Utang; 

e. mendanni kcnaikan gaji dan tunj.angan pegawai ASN akibat adanya 

kcbijakan Perncrintah; 
f. mcndanai Program dan Kegiatan yang belum tcrscdia • nggaranny-a; 

dan/alau 

g. mcndanai Kegiatan yang capaian Sasa-an Kinerjanya ditingkatkan dari 

yang ietab ditctapkan dalarn DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang 

dapat diselesaikan sampai dengan baras akhir penyelesaian pernbayaran 

dalam tahun anggaran berjalan. 

Pasal 145 

( 1) PemindahlJukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekcning Kas Umum 

Daerah dilakukan bcrdasarkan rcncana penggunaan Dana Cadangan 

sesuai pertmrukannya, 

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan kc Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana diruaksud pada ayal (1) dilakukan setclah jumlah 
Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang 

pcmbenrukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

(:!) l'cmindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 

sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan scsuai 

peruntukannya pada tahun anggaran yang l,erkenaan scsuai dengan 

yang duetapkan dengan Perda tentang pembenrukan Dana Cadangan. 

(4) Pcmindahbukuan dari rekcning Dana Cadangan kc Rekening Kas Umum 
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 

perintah pemindahbulruan oleh BUD /Kuasa BUD atas persetujuan 

PPKO. 

Pasal 146 

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembcntukan Dana Cadangan dalam 

tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 

dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Alokasi anggaran scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan 

dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuka.n dengan 

surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 
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Pasal 147 

Dalarn rangka pelaksanaen pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD 

berkewajiban untuk: 

a. rneneliti kelengkapan pcrintah pcmbayaran yang diterbitkan oleh kepala 
SKPKD; 

b. menguji kebenaran perhitungan pcngcluaran Pembiayean yang 

rercanrum dalam perintah pembayaran; 
c. mcnguji ketersediaan dana yang bersangkutan; clan 

d. menolak pencairan dana, apabua perintah pernbayaran atas pcngeluaran 

Pembiayaan tidak mcmenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Bagian Kcdclapan 

Pengclolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 148 

(1) Pengelolaan BMD adatah keseluruhan Kcgjatan yang meuoun 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pcngadaan, penggunaan, 

pernanfaatan, pengama.nan dan perneliharaan, penilaian, 

pernindahtanganan, pernusnahan, penghapusan, penatausahaan clan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan 
sesuai dengan Perda tentang Peogelolaan RMD sesuai dcngan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

BAB VlI 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAfl 

Bagian Kesatu 

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pend.a.pa.tan dan Bclanja Ua-e:reth 

Pasal 149 

(1) Pcmcrint.ah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis untuk 6 (t'.nam) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada 

Dl'RPB paling lam bat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 
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Bagian Kedua 
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oaerah 

Pasal 150 

(l) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagairnana dimaksud da!am 

Pasal 149 menjadi dasar perubahan APSD. 

(2) Pcrubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan 
apabua tcrjadi: 
a. pcrkcmbangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

antar organisasi, antar unit crganisasi, antar Program, antar 

Kegiatan, clan antar jcnis bclanja; 
c. keadaan yang mcnycbabkan SiLPA tahun anggaran sebdumnya 

harus digunakan dalam tabun anggaran berjalan; 
d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 

Bagian Kctiga 
Pcrubahan Kcbijake n Umum Anggaran Pendapatan Dan Bela.nja Daerah Dan 

Prioritas Dan Plafon Anggaran semeotara Perubahan 

Pasal 151 

(1) Perkembaugan yang tidak scsuai dengan asurnsi KUA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a dapac berupa terjadinya: 

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pcndapatan Daerah; 

b. pelampauan atau tidak terealisaeinya alokasi Belanja Daerah; 

dan/atau 

c. perubahan sumbcr dan pcnggunaan Pembiayaan Daerah. 

(2) Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ke dalam raneangan 

perubahan KUA serta pcrubahan PPAS bcrdasarkan perubahen RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan mcngenai perbedaan asumsi dengan KUA yang 

ditetapkan sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan Perubahan PPAS scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disc:::rtl-.:li penjelasan: 

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dcngan me:mpertimhangkan eiea wakru 
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pelaksanaan APBD tahun an�m bcrjalan; 

b. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi 
dalam pcrubahan APDD apabila asumsi KUA 1.ic.lak tercapai; dan 

c. capaian sasaran kincrja Program dan Kegiaran yang harus 

ditingkat.kan dalam perubahan APBD apabila melarnpaui asumsi 

KUA. 

Aagian Keempat 

Pcrgeseran Anggaran 

Pasal 152 

Pergeseran anggaran dapat dilakukan aotar organisasi, antar unit organisasi, 

antar Program, antar Kcgiatan, dan antar jenis bclanja, antar obyek belanja, 

dan/atau anr.ar rincian obyek belanja. 

Pasal 153 

{l) Pergcscran anggaran antar organisasi, antar unit orgamsasi, antar 

Program, antar Kegiatan, dan ant.ar jenis belanja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 152 dilakukan melalui pcrubahan Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran an tar obyck bclanja, dan/ atau antar rincian obyek 

belanja scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 152 dilakukan melalui 

perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. 

(3) Pcrgeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian 

obyck belanja dalam obyck bclanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Gubemur. 

(4) Pergcscran anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diformulasikan dalam Pcrubahan DPA SKPO. 

($) Pcrubahan Peraturan Cubcmur tentang Penjabaran APBD sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Perda 

tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Japoran realisasi 

anggaran. 

(6) Pcrubahan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran 

apabila: 
a. tidak mdakukan pcrubahan APDO� atau 

b. pergeseran dilakukan setela h ditetapkannya Perda tentang Perubahan 

APBD. 
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(7) Ketentuan lebih lanj ut mengcnai tata cara pergescran anggaran diarur 

dalam Peraruran Gubernur scsuai dengan kctentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Kelima 

Penggunaan Sisa Lebih Perhirungan Anggaran Tahun Sebclumnya Dalam 

Perubahan Anggaran Pcndapalan Dan Bclanja Daerah 

PaAAl 154 

Pcnggtrnaa.n SiLPA t.ahun scbelurnnya untuk pend.anaan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 150 ayat (2) huruf c diformulasikan 

terlcbih dahulu dalarn Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. 

Bagian Keenam 

Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 155 

(l) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan 

darurat yang belum tersedia anggararinya scbagaimena dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (1) datam rancangan perubahan APBD. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai. keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam 

hal Pcmcrintah Dacrah tidak mclakukan perubaban APBD maka 

pengeluaran tersebut disampaikan d .. 1am laporan r.:alisasi anggaran. 

Bagian Ketujuh 

Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 156 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun anggar..u1, kecuali dalarn keadaan luar hiasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pa,..-,1 150 ayat (2) huruf c, 

(?.) Kcadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan 
kcadaan yang mcnyebabkan cstimasi penerimaan clan/ atsu pengeluaran 
dala.m APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari :>0% 
(lima puluh per seratus]. 

(3) Kelentuan mengenai pcrubahan APBD ak.ibal keadaan luar biasa 
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seb..gaimana dimnksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubemur 

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 157 

( 1) Dalam ha! keadaan luar biasa yang mcnyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami kcnaikan lebih dari 50% (lima putuh perserarus) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat diliikukan 

penambahan Kegiatan baru dan/ atau pcningkatan capaian Sasaran 

Kinerja Program dan Kegiatan dalam iahun anggaran berkcnaan. 

(2) Dalam hat keadaan Iuar bias» yang menyebabkan cstirnasi pcnerimaan 

dalam APBD rncngalami pcnurunan lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus) sebagaimana dinlaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat 

dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pcngurangan capaian Sasaran 

Kinerja Program don Kegjatan lainnya dalam tanun anggaran bcrkcnaan. 

Bagi.an Kedelap;in 
Pcnyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pasal 158 

( l) Rancangao perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

scl>agaimana dirnaksud dalem Pasal 151 ayat (2) disampaikan kepada 

DPl{PB paling lam bat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun 

anggaran yang berkenaan. 

(2) Rancangan peruba.ban KUA dan rancangan perubahan PPAS 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati 

menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling \ambat minggu 
kcdua bulan Agusrus dalarn tahun anggaran yang berkenaan. 

Pasal 159 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah discpakati Guberour 

bersama DPRPB scbai,:aimana dimaksud dalam Pnsal 151 ayat (2) 

mcnjadi pedornan Perangkat Daerah dalam mcnyusun RKA SKPO. 

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) disarnpaikan kepada Perangkat Daerah discrtai dengan: 

a. Program dan Kegiatan baru; 

b. kriteria DPA SKPD yung dapat diuboh; 
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c. batas wakiu penyampaian RKA SKPD kcpada PPKD; dan/atau 

d. dokumen scbagai lampiran meliputi kode rekening perubahan AP!3D, 

format RKA SKPD, analisis srandar bclanja, standar harga satuan 

dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumcn lain yang 

diburuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan paling 

larnbat minggu ketiga butan Agustus tab un anggaran bcrl<enaan. 

Pasal 160 

(1) Kepa.la SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan pcrubahan KUA dan 

perubahan PPAS sccagaimana dimaksud da.Ja.m Pasal 151 ayat (2). 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayar (1) disampaikan kepada 

PPKD scbagai bahan pcnyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan 

APBD. 

Pasal 161 

Ketentuan rnengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasat 89 bcrlaku secara mutatis mutandi.s rerhadap 

pcnyueunan RKA SKPD pada pcrubahan APBD. 

Pasal 162 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 

ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran 

kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan 

Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayal (ll diformulasikan dalam 

perubahan DPA SKPD. 

(:1) Pcrubahan DPA SKPD memual capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, 

obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum 

dilakukan perubahan nmupun sctclah perubahan. 

Pasal 163 

(1) RKA SKPD yang mcmuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA 

SKPD yang akan dianggarkun da.lam per-ubahan APOD yang tclah disusun 

oleh SKPIJ disampaikan kepada TAPD melalui PPKD unruk diserifikasi, 

(2) Vcrifikasi sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) dilakukan oleh TAPD 

untuk menelaah kesesuuian antara RKI\ SKPD dan pcrubahan DPA 
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SKPD dengan: 
a. perubahan KUA dan Pcrubahan PPAS; 

b. Prakiraan Maju yang telah disetujui; 

c. dokumen perencanaan lainnya; 

d. Capaian Kinerja; 

e. lndikator Kinerja; 

f. analisis standar bdanja; 

g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 

1. Standar Pelayanan Minimal; dan 

J· Program dan Kegiatan antar RKA SKPO dan pcrubahan DPA SKPD. 

(3) Dalam ha! basil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 

ierdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan pcnycmpumaan. 

Pasal 164 

(1) PPKD menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan 
dokurnen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD 

yang Lelah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancanga.n Perda tentang Perubahan APBD scbagaimana diroaksud pada 

ayat (1) mernuat Iampiran paling sedikit tereiir-i ab1,s: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan Pcmbiayaan; 
b. ringkasan APBD rncnurut urusan pemerintahan Daerah dan 

organisasl; 

c, rincian APBD mcnurut urusan pemerintahan Dacrah, organisasi, 

Program, Kegiatan. kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

d. rekapitulasi Belanja Dacrah dan kesesuaian menurut urusan 

Pemerintahan Dacrah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

c. rekapitulasi Belanja Dacrah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan Pemerintahan Daer-ah dao fungsi dalam kcrangka pengelolaan 

keuangan negara; 
f. daftar jumlah pcgawai per golougati dan per jabatan; 

g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; 
i. daftar perkiraan penambahan dan pcngurangan aset tetap Daerah; 

J· daftar perkiraan penambahan dan pcngurangan aset lain lain; 

k. daftar Kegialun tah'un .:u1ggaran scbclumnya yang belu.m diselesalkan 
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dan dianggark@ kernbali dalam tahun anggaran berkenaan; 

l. daftar dana cadangan Daerab; dan 

m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen peridukung sebagaimana dimakaud pada ayat (1) terdiri atas 

nota keuangan dan Rancangan Pcraruran Guberrurr tentang Penjabaran 

Perubahan APBD. 

(4) Rancangsn Peraturan Gubcrnur tentang Penjabaran Perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tampiran paling scdilrit 

terdiri atas: 
a. ringkasan pcnjabanm perubahan APBD yang diklasifikasi menu.rut., 

jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan; 

b. pcnjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, 

organisasi, Program, Kcgiatan, jenis, obyek, nncian obyck 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
c. dafter nama pencrima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 

d. daftar nama pencrima, alamat penerirna, dan besaran banruan 

sosial. 

Pasal 165 

1¢.u1cangan Perda tcntang Perubahan APBD yang tclah disusun oleh PPKD 

disampaikan kepada Gubemur. 

Bagian Kesembilan 

Penetapan Pcrubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pasal 166 

Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 

kepada DPRPB disertai penjc!asan dan dolruro.en pendukung untuk droahas 

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling Jambat minggu kedua 
bulan September tahu» anggaran berkenasn. 

Pasal 167 

( 1) Pembahasan Rancangan Perda teruang Perubohan APBD dilaksanakan 

oleh Guberrrur dan DPRPB setelah Gubcmur menyarnpaikan Rancangan 

Penh, tentang Pcrubah .. n APOD bcscrta pcnjclasan dan dokumen 
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pendukung sesuai dengan ketentuao peraturan pcrundang-undangan. 

(2) Pembahasan Rancangan Pcrda teniang Perubahan APBD berpedoman 

pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS. 

Bagian Kesepuluh 

Persetujuan Rancangan Peraturan Dacrah 'Ientang Perubahan Angg= 
Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pasal 168 

( 1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda ten tang Pcrubahan 
Al'l:lU dilakukan oleh DPRPB bersama Gubcrnur paling Iambat 3 (Ug!I) 

bulan sebelurn tahun anggaran yang berkenaan berakhir. 
(2) Dalam hal DPRPB sampai batas wakru scbagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) tidak mengarnbil kcputusan bersama dcngan Gubemur terhadap 

Rancangan Perda tcntang Perubahan APBD, Guberour mclaksanakan 

pengeluaran yang telah dianggarkan da.Ja.m APBD tahun anggaran 

bcrkenaan. 

(3) Penetapan Rancangan l'erda tentang Perubahan APBD dilakukan sctclah 

rlitetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

tahun scbclumnya. 

Bagian Kesebelas 

�::Valuasi Rancangan Peraturan Daerah Tcntang Perubahan Anggaran 

Pcndapatan Don Bclanja Daerah Dan Pcraturan Gube:rnur Tcntang Penjabaran 
Pcrubahan Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Daerah 

Pasal 169 

[I] Rancangan Perda tcntang Perubaha.n APBD yang telah disetujui bersama 

dan Rancangan Peraturan Gubemur tentang Pcejabaran Perubahan 

APBD disampaikan kepada Gubemur paling larobat 3 (tiga) hari sejak 

tanggal persetujuan Rancangan Perda teniang Perubahan APBD untuk 

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gub<.TI1Ur. 

(2) Rancangan Perda tentang Perubahan APBl1 dan Rancangan Peraturan 
Oubernur tent»ng Penjabaran Perubahan APBD scba.gaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS yeng disepakati antara Gubemur dan DPRPfl. 

(3) Dalam hal Gubemur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang 
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Pcrubahan APBD dan Rancangan Pcraturan Gubemur tcntang 

Penjabaran Perubahan APfif> sdJagajmana dimaksud pada ayat (1) tidak: 

scsuai dengan kctcnruan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Pcrubahan 

PPAS, <Ian RRJMD, Gubemur bersama DPRPB mclakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil cvaluasi diterima. 

Pasal 170 

(1) Penyempumaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 

ayat (3) di\aknkan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRPB 

melalui badan anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) ditctapkan 

dcngan Keputusan Pimpinan DPRPB. 

(3) Kepurusan pimpinan DPRPB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan pada sidang paripurna herikutnya. 

(5) Kcputusan pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disarnpaikan paling tembat 3 (tiga) hari ,;,:Lelah keputusan tersebut 

ditetapkan. 

BAB Vlll 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANOAN PEMERINTAH DA!sRAH 

Bagian Kesatu 

Akuntansi Pcmerintah Dae.rah 

Pasal 171 

(1) Akuntansi Pcrnerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

a. Kebjjakan Akuntansi Pcmerintah Daerah; 

b. SAPD; dan 
c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan kctcntuan Peraturan Perundang­ 

undangan. 

(?.) Akuntansi Pemerinzah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh entitas akuntansl dan entitas pclaporan. 

Pasal 172 
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(1) Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 171 ayat, (I) huruf a, mcliputi kcbijakan akuntansi pelapomn 

keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

(2) Kebijakan akuntansi pclaporan keuangan sebagaimana dimaksud pad.A 

ayai (1) .memuat penjclasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 

berfungsi sebagai panduan dalam pcnyajian pclaporan kccangan. 

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarur 

dcfinisi, pengakuan, pcngukuran, penilaian, dan/amu pengungkapan 

transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP. 

Pasal 173 

(I) SAPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat ( 1) huruf b, memuat 

pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi 

transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, 

penyusunan neraca satdo dan penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) paling 

scdikit rneliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c, neraca; 
d. laporan operasiona1; 

e. la po ran arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan ala!:> laporan keuangan. 

(3) SAPD scbagaimana dimnksud pada ayal (1) meliputi sistem akuntansi 

SKPKO dan sistem akunt.ansi SKPO. 

PA,sal 17'1 

(1) BAS untuk Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf 

c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan 

kcuangan secara lengkap. 

(2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) bcrtujuan 

untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan kcuangsn secara 

nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dcngan 

Pemerintah Daerab, yang meliputi pcnganggaran, pelaksanaan anggaran 

dan laporan keuangan. 
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(3) 131\.S unruk Daera h sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan 

dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, 

Bagian Kcdua 

Pelaporan Keuangan Pcmcrintah Daerah 

Pasal 175 

(l) Pelaporan keuangan Pcmcrintah Daerah merupakan proses penyusunan 
dan penyajian Iaporan kcuangan Pcmer-intah Daerah oleh entitas 

pelaporan sebagai hasil konsolidasi alas laporan keuangan SKPD setaku 

entitas akuntansi, 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dan disajikan oleh kepala SKPU sclaku PA sebagai Entitas Akuntansi 

paling sedikit mcliputi: 
a. laporan realisasi anggaran: 

b. ncraea; 
c, laporan operasional: 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan at.as laporan keuangan 

(3) Laporan kcuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dtsampancan kepada Gubcmur mclalui PPKD paling lambat 2 (dual bulan 

serelah tahun anggaran bcrakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-undangan. 

Pasal 176 
(1) Laporan Kcuangan Pemertntah Daerah sebagairoana dimaksud dalam 

Pasal 175 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD sclaku PPKD 

sebagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Gubemur dalam 

rangka memenuhi pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
(2) Laporan kcuangan Pernerintah Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit meliputi: 

a. laporan rcalisasi anggaran: 
b. laporan perubahan saldo anggaran lcbih; 

c. neraca; 
d. laporan operasional; 
c. laporan a.T\ls. kae; 

f. laporan perubahan elruitas; dan 
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g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pemcrintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling 
lambat :, (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pa:sal 177 

( 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 176 ayat (I) dilakukan reviu oleh aparat pengawas inre.mal 

pcmerintah sesuai dengan ketenruan Pcraturan Perundang-undangan 
scbclum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan unruk 
dilakukan pesueriksaan. 

(2) Laporan kcuangan Pemerintah Daerab sebagaimana dimaksud pada ayai 
(1) disampaikan kcpada Badan Pemeriksa Keuangan paling larnbat 3 (tiga) 
bulan setelah tahun anggara.n berakhir. 

(3) Pcmcriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disclcsaikan sclarnbat-Iambatnya 2 (dua) bulan sctclah mcncrima. 

Japoran keuangan dari Pemeriotah Daerah. 
(4) Dalam hal Badan Pcmeriksa Keuangan belum menyampaikan Iaporan 

hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah mencrima laporan 
keuangan dari Pcmcrintah Daerah, Rancangan Pcrda tcnta.ng 
Perlanggungjawaban Pclaksanaan APBD diajukan kepada DPRPB. 

Pasal 178 

Gubemur memberikan tanggapan dan mclakukan penyesuaian terhadap 
laporan hasil pemeriksaan Badan Perneriksa Kcuangan atas Laporan 
Keuangan Pemcrinlah Uacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat 
(1). 

Pasal 179 
( l) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan 

uaeran, PA menyusun dan menyajikan lapomn keuangan SKPD bulanan 

dan semesteran umuk disarnpaikan kepada Gubemur melalui PPKD 
aeacai dc:nga,n kctcntuan pcraruran pcrundang-undangan. 

(2) Dalam rangka rnernenuhi kewajiban penyampaian informasi Kcuangan 
Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan 

dan scrnesteran untuk disampaikan ke:pada Mcnteri dan Menreri yang 
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menyelcnggarakan urusan pcmcrintahan di bidang keuangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABIX 
PF.NYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWARAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN p�;NDAPATAN DAN DEL.ANJA DAER.o.H 

Pasal 180 

(1) Gubemur menyampaikan llancangan Perda tentang rertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD kepada DPRPB dengan dilampiri laporan kcuangan 

yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan scrta ikhtisar 

laporan Kinerja dan laporan kcuangan BUMD paling lambat 6 (enam) 

bulan sctclah t;ahun anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tcntang Pertanggungjaw-.tban Pelaksanaan APBD 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibahas Gubcrnur bereama DPRPB 

untuk mcndapat persetujuan bcrsarna. 

(:l) rersctujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan paling lambat 7 (tujub) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

{4) Ams dasar pcrsetujuan bersarna scbagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Gubcrnur menyiapkan Rancange n Peraturan Oubcrnur rentang 

Penjabaran Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan APBD. 

Pasal 181 

(1) Rancangan Perda tcntang Pertanggungjawaban Pclaksanaan APHD yang 

tclah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Gubemur tcntang 

Pcnjabaran Pertanggungjawaban Pela ksanaan APBD disampaikan kepada 
Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung scjak tangga1 perserujuan 

Rancangan Perda tentang Pcrtanggungja,.;aban Pelaksanaan APBD untuk 

dievaluasi scbelum ditetapkan olch Gubernur. 

(2) Dalo.m hal <.;ubcrnur menyatakan h�n;.il evahaaai Rancangan Perda tcntRng 

Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan APHO sudah sesuai dengan Pcrda 

tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan telah 

meninda)<lanjuti temuan laporan basil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan, Gubernur menetapkan Rancangan Perda tcrsebut menjadi 
Perda. 
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(3) Dalam hal Gubemur menyat.akan hnsit evaluasi Rancangan Perda tentang 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD bcrtcntangan dcngan Pcrda 

tcntang APBD, Perda tem:ang Perubahan Al'l:ID, dan ridak 

mcnindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemcriksa 

Keuangan, Guhemur bersama DPRPB mclakukan penycmpurnaan paling 
lama 7 (tuiuh} hari rerhinmg sejak hasil cvaluasi ditcrima. 

Pasal 182 

(1) Dalam hal dalam waktu l [satu] bulan sejak diLt:ri,mmy� Rancangan 

Pcrda tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD dari Gubemur, 

DPRPB tidak mcngambil keputusan bersama dcngan Gubcmur tcrhadap 
Rancangan Perda tentang Pertanp,gungjawaban Pelaksanaan APBD, 

Gubernur mcnyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tcntang 

Perianggungiawaban Pclaksanaan APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Gubcmur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan setelah mernperoleh pengesahan dari Meoteri. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 
rancangan Pcraturan Gubernur tentang Permnggungjawaban 

Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disarnpaikan paling lambat 7 

(rujuh) hari terhitung scjak DPRPB tidak mengambil kepurusan bersama 

dcngan Gubernur terhadap Rancangan Perda ten tang 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD. 

(4) Oalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Mentcri tidak 

mcngesahkan Rancangan Peraturan Cubcrnur scbagaimana dimaksud 

pada ayat (:I), Gubemur mcnctapkan Rancangan Peraturan Gubemur 

tersebut rnenjadi Pcraturan Gubcmur. 

BABX 
KEKAYMN DI\ER/IH l)AN lJTANG DAERAH 

Bagian Kesaru 

Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 183 
(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mcngclola pcndapatan, belanja, 

dan kekayaan Oaerah wajib mcngusahakan agar setiap Piutang Daerah 

diselesaikan seluruhnya dcngan lcpal waktu. 

(2) Pemerintah Dacrah mempunyai hHk mmriA.huh1l atas piut.ang jenis 

tertentu sceuai dcugan ketentuan peraruran perundang-undangan. 
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(3) Piutang Oaerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya clan tepai 
waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang­ 
un.dangan. 

(4) Penyelcsaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah pcrdata dapat 
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mcngenai Piutang Daerah yang 
cara penyelcsaiannya scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

1'8sal 184 

Piutang Dacrah dapat diha puskan secara mutlak a tau bersyarat dari 
pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
mcngatur mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali 
mengenai Piutang uaerah yang cara penyctesaiannya dilakukan sesuai dengan 
ketcnruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 185 

Ketcntuan lebih lanjut mcngenai pcnyelesaian Piutang Daer-db yang 
mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 
ayat (4) dan pcnghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 184, diatur dengan Pcraruran Gubcrnur. 

Bagian Kedua 

Pcngelolaan Investasi Dacrah 

Pasal !86 

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka mempero!ch 
manfaat ekonorni, soaial, dan/atau rnanfaat lainnya, 

l3agian Kctiga 
Pengetolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 187 

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesnai 
dcngan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Bagiart Kccmpat 
Pengelolaan Utang Daernh Dun Pinjaman Daerah 
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Pasal l88 

(1) Gubcrnur dapar melakukan pcngelolaan Vt.ang ecsuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

(2) Gubcrnur dapat melakukan pinjaman sesuai dcngan kctentuan pcraturan 
perundang-undangan. 

(3) Biaya yang timbul akibat pengclolaan Utang dan Pinjaman Daerah 
dibebankan pada anggamn flelanja Daerah. 

BABXI 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 189 

(I) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD daJam rangka meningkalkan 
pelayanan kcpada masyarakat scsuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

(2) Dalam rangka rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimaua 
dirnaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan Ileksibilitas 
BLUD dalam Peraturan Gubemur yang dilaksanakan oleh pcjabat 
pcngelola BLUD. 

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BWD dalarn 
pemberian Kcgiatan pclayanan umum rerutama pada aspek manfaat dan 
pelayanan yang dihasilkan, 

Pasal 190 

Pclayanan kepada masyarakat sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 189 ayat 
( 1) meliputi: 

a. penyediaan barang dan /atau jasa layanan umum; 
b. pengclolaan dana khusus untuk meningkalkan ekonomi dao/ a tau 

Iayanan kepada masyarakat; dan/ atau 

c. pengclolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 
perekonomian masyarakat a!m, Jayanan umum. 

Pasal 191 
(!) BLUD mcrupakan bagian dari Pcngelolaan Keuangan l)aerah. 
(2) Fll,Ul> merupakan kekayaan Daerah yang ticlak dipisahkan yang dikclola 

untuk menyelcnggarakan Kegiatao BUJD yang bersangkutan sesuai 
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dengan ketentuan peraruran pcrundang-undangan. 
(3) BLUD menyu.sun rencana bissrris dan anggara.n. 
(4) Laporan keuangan Bl.UD disusun berdasarkan SAf'. 

Pasal 192 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan olch PPKD dan perobinaan teknis 

BLUD dilakukan olch kepala SKPO Y""" berranggung jawab alas Urusan 
Pemerintahan yang bersangkutan. 

Pasal 193 

(l) Seluru.h pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 
bcla nja BLUD yang bersangkutan. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pcndapatan yang dipcroleh dari aktivitas pcningkatan kualitas pelayanan 
BLUD sesuai kcbutuhan. 

Pasal 194 
Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD 
dlsusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 
kcrja dan anggaran, APBD ecrta taporan kcuangan dan Kinerja Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 195 
Ketentu:m lebih lanjut mengenai BLUD <.li.ttur dalam Peraruran Gubcmur 
yang disusun berpcdoman pada Peraruran Menteri. 

BARXII 

PENYELF:SAIAN KERUGIAN KEUANGAN DJ\ERAH 

Pasal 196 

seuap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 
hukum atau kelalaian seseorang wajib scgera disclesaikan sesuai dengan 
kctentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 197 
(1) 8etiAp bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pcjabat Iairr yang 

karena perbuatannya mclanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, 
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baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib 
mengganti kerugian dimaksud. 

(2) Kett:ntuan lcbih lanjut meragerrai tata cara penggantian kerugia.n Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pcraruran 
Perundang-undangan. 

BAB Xlll 
INFORMASI KEUANCAN DAERI\H 

Pasal 198 

(!) Pemerintah Daerah wajib rnenyediakan informasi Keuangan Daerah dan 
diumumkan kepada masyarakat, 

(2) Inforrnasi Kcuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
sedikit memual informasi pengangga.ran, pelaksanaan anggaran, d&n 

laporan keuangan. 

(3) Informasi Kcuangan Daerah sebagaimana d.imaksud pads ayat (1) 
digunakan untuk: 

a. membanm Gubcmur dalarn menyusun anggaran Dacrah dan laporen 
Pengetolaan Kcuangan Daerah; 

b. mcmbantu Gubernur- dafam merumuskan kebijakan Keuangan 
Daerah, 

c. membantu Gubemur dalam melakukan evatuasi Kinerja Keua.ngan 
Daerah; 

d. mcnyediakan stalistik kcua ngan Pernerintah Daerah; 
c. mendukung keterbukaan informasi kcpada masyai:-akat; 
r. mendukung pcnyelenggaraan sistcm informasi Keuangan Daerah; 

dan 

g. melakukan evaluasi PengeloJaan Keuangan Daerah. 

(4) lnformasi Keuangan Dacrah seoagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mudah diakses oleh rnasyarakat dan wajib disampaikan kcpada Menteri 

dan menter-i yang rnenyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang 
keuangan. 

l'asal 199 

Dalam hal Gubcmur tidak mengumurnkan Inforrnaei Kcuangan Dae:rah 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayar (l) dikcnai sanksi administratif 
sesuai dengan kctcntuan Peraturan Perundang-undangan, 

BAB XIV 

PEMB!NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 200 
Gubernur rnclaksanakan pembinaan dan pcngawasan Pengclolaan Keuangan 
Dacrah kepada Penmgkat Dacrah, 

Pasal 201 
(I) Pembinaan scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 200 ctilakukan dalam 

bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelalihan, scrta penelitian 
nan pengembangan. 

(2) l'cng,.wasan sebagaimana dimaksud dalam Pasel 200 dilakukan dalam 

bcntuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bcntuk 
pengawasan lainnya scsuai dengan kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan, 

Pasal 202 

(1) Untuk mencapai Pengclolaan Keuangan Dacrah yang ekonomis, cfcktif, 
efisicn, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib melakukan 
pengendalian internal atas penyclenggaraan Kegiatan pemerintah.an di 

Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai penyelcnggaraan sistem pcngendalian internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dcngan ketentuan pcraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 203 

(l) Pcmcrintah Daerah menerapkan sistern pemerintahan berbasis clcktronik 
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(2) Pencrapan sistern pemerintahan berbasis clcktronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapat dilakuknn secara bcrtahap disesuaikan 

dengan kondisi <Ian/a.Lau kapasitas Pemerintah Dacrah. 

(3) Pemerinta.h Daerah wajib mcnerapkan sistcm pemerintahan berbasis 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintcgrasi 
paling sedikit meliputi: 
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a pcnyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 
Dae rah; 

b. pcnyusunan rencana kcrja SKPO� 

c. pcnyusunan anggaran; 
d. pcngclolaan Pendapatan Dacrah; 

e. pelaksanaan dan pcnatausahaan Keuangan Daerah; 
f. akuntansi dan pclaporan; dan 
g. pengadaan barang dan jasa. 
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l:lAl:l XV 

KE'l'ENTUAN l'f;;NUTU I' 

PasH:1204 

Pada saat Pcraturan Dacrah ini mulai bcrla ku, ()eran1ran Daerah Nomor 4 
Tahun 2007 tcntang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah [Lembaran 
Dacrah Provinsi Papua Ra rat 'rahun ?.007 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

l'asal 205 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintah.kan pengundangan Peraruran 

Daerah ini dcngan pcncrnpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua 
Barat. 

Ditctapkan di Mano!rn,-aJi 
pada taoggaJ 24 November 2022 

l'j. GUBF.RNUR PAPUA BARAT 

CAP/TIO 

PAUWS WA1'1::�l'AUW 

Diundangkan di Manokwari 
pada tanggal 25 November 2022 

Pj. SEKRiJ,"l'llfW:l Dlle:RI\H PROVINS! PAPUA BARAT 

CAP/ITO 

DANCE SANC,Kr:K 

LEM13A.KAN l)AJ!:RAH PROVINS! PAPUA B.-.RATTAHUN 2022 NOMOR 15 

NORl•:o PERATURAN DAERAH PROVINS! l'IIPUA BARAT: (lS-213/2022). 

Salinan yang . 
Kepah 

Dr. Roberrh K. H, ar, S.H., M.ltum., M.M.,CLA 
Pembina Uiama Mady" 

NIP. 1965081819920�10?,?, 
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PEN,ITTLASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAII PROVINS! PAPUA HARAT 

NOMOR 15 TI\HUN 2022 

TENTANG 

PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH 

I. UMUM 

Terhitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan 

Dacrah yang menggantiken Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah merupakan dinamika daJam pcrkembangan 
Pemerintahan Daerah dalam rangka mcnjawab permasalahan yang terjadi 
pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kcbijakan Pcmerintahan Daerah yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah tclah memberikan dampak yang cukup bcsar bagi berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, 
tennasuk pcngaturan mengcnai Pengetolaan Keuangan Daerah. 

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pcmcrintahan Daerah, pengaturan mengenai Pcngelolaan Keuangan 
Daerah juga mengacu pada kctentuan pcraturan pcrundang-undangan 
lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan 
Negara, Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tenrang Pcmeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 20<}1 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional. 

Olch karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor I'.l TMun 2019 disusun untuk 
rnenyempurnakan pengaturan Pengclolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya 
diatur dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelotaan 
Kcuangan Dacrah. Bahwa penyempurnaan pengaturan tersebut juga 
dilakukan untuk menjaga 3 (ti,,aa) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
balk, yaif u transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif . 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka 
disusun Peraturan Daera'h tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untu.k 
menggantikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Kcuangan Daerah, 
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Sebagaimana diatur dalarn Peraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019, 
maka Peraturan Daerah ini mcncakup pengaturan meugcnai perencanaan dan 
pcnganggaran, pelaksanaan dan pcnatausahaan, dan pertanggungjawaban 
keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan Penganggaran 
Proses perericanaan dan penganggaran dalarn Pemerintahan Dee-rah 

menggunakan pendekatan Ki.ncrja. Pendekatan ini lebih rncnggeser 
penekanan pcnganggaran dari yang herfokus kepada pos belanja/ 
pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. 
Terdapatnya tolak ukur dalam pendckatan ini akan 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pcngukuran 
mempcrmudah 

Ki.ncrja dalam 
pcncapaian tujuan dan Sasaran pelayanari puhlik. Karakterisrik dari 

pendekatan ini adalah proses unruk mengklarifikasikan anggaran 
berdasarkan Kegiatan dan juga bcrdasarkan unit organisasi, Anggaran yang 
telah tcrkclompokkan dalam Kcgiatan akan mcmudahkan pihak yang 
berkcpcntingan unruk melakukan pcngukuran Ki.ncrja dengan cara tcrlchih 
dahutu membuat indikator yang relevan. 

Peraturan Dacrah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari 
pcmbuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pcmbuatan RKA SKPD 

oleh masing-rnasing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikao dasar untuk 
membuat Rancangan Percla tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan Rancangan 
Peraruran Gubcrnur yang telah disusun oleb Gubernur kemudian diAjukan 
kepada DPRPB untuk dibahas sehingga tercapai kcscpakatan bersama. 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubemur tersebut 

kernudian diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah 
Pusat guna dievaluasi. Hasil cvaluasi yang mcnyatakan Rancangan 
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur sudah scsuai 
dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar ol.,h Gubcrnur untuk 

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi l'craruran Daerah 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubcmur menjadi Pcraturan 
Gubernur ten tang Penjabaran APBO. 

Indikator Kinerja dalam APBV sudah dimasukkan dalam format RKA, 
narnun dalam proses pcmbahasan anggaran yang terjadi sclama ini di 

Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan 

dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. 
&bagaimana lelah dijelaskan diatas bahws penganggaran pendekaran 
Kinerja lebih folrus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome! dari 




































































































































